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RANGKUMAN

Rosyidi, Ginanjar Sauki, 200®erlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) dalam Konteks Otonomi Daerah (StudiEvaluasi Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan pada Dinas Tenaga Kerja dan rBnsmigrasi
Kabupaten Tulungagung). Skripsi. Konsentrasi Kebijakan Publik. Jurusan
Administrasi Publik. Universitas Brawijay@osen Pembimbing (1) Prof. DR.
Sjamsiar Sjamsuddin. (2) Drs. Siswidiyanto, MS106 halaman + vii.

Kondisi bangsa Indonesia yang mengalamai krisistidmoensi sepuluh
tahun terakhir menyebabkan munculnya berbagai miagelda masyarakat. Tidak
terkecuali adalah semakin banyaknya jumlah pengamgg Dan rendahnya
penyerapan tenaga kerja di dalam negeri seakan emparph masalah tersebut
karena jumlah pencari kerja sangat tidak seimbargahn lapangan kerja yang
tersedia. Hal ini pula yang selanjutnya menjadalsaatu faktor pendorong bagi
masyarakat kita untuk mencari kerja di negara I8elain lapangan pekerjaan
yang tersedia lebih banyak, upah yang ditawarkam nelatif lebih besar jika
dibandingkan dengan upah pada pekerjaan yang sanean negeri. Budaya
menjadi TKI yang telah mengakar pada masyarakat kihususnya di daerah-
daerah kantung TKI, juga sangat berperan dalam vatkgn tekad calon TKI
untuk segera berangkat ke luar negeri.

Dengan menggunakan metode deskriptif dengan petadekaialitatif,
penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulaggng yang merupakan salah
satu daerah pengirim TKI terbesar di Provinsi Jdwaur. Instrumen penelitian
adalah peneliti, interview guide, dan perangkaupgng lain. Pengumpulan data
dengan menggunakan teknik observasi, interview,dddamentasi. Analisis data
dengan menggunakan prosedur reduksi, penyajiamndaarik kesimpulan.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tulungagung belampu merespon
keadaan tersebut secara baik. Terbukti dengan batlanya peraturan daerah
yang secara khusus mengatur tentang penempatapedémdungan TKI yang
berasal dari daerah tersebut. Dengan berpedomanipadNomor 39 tahun 2004
dan Perda Provinsi Nomor 2 tahun 2004, yang samaS@engatur tentang
penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, aSiffenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung mengimpleme@asya kedalam
beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahggaran 2007 sebagai
upaya dalam memberikan pelayanan dan perlindunggrada TKI. Dalam
melaksanakan program tersebut pastinya terdapabrfgiendukung maupun
penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilaksaglaan program.

Dalam pelaksanaannya yang melibatkan banyak piep&rkingan, dinilai
belum mampu mewujudkan usaha pemberian perlinduhglrhak TKI secara
komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluremeh. Keberadaan oknum
dari pihak-pihak yang terlibat menjadikan pelaksen&ebijakan jauh dari
sempurna. Sehingga masih banyak ditemukan pelaagygaianggaran terhadap
TKI yang berasal dari Indonesia. Selain perlu matak reevaluasi kebijakan
perlindungan terhadap hak-hak TKI, peningkatan kaslSDM dari calon TKI



juga menjadi hal yang utama dilakukan. Keberpihaksmerintah kepada
masyarakat, dalam hal ini TKI, juga perlu terusndikatkan untuk mewujudkan
kebijakan konkrit yang mampu mewujudkan perlindungaak TKI secara
komprehensif dan berkesinambungan pada keselunutwees yang dilalui oleh
TKI, baik saat pra penempatan, saat penempataggdijourna penempatan.



SUMMARY

Rosyidi, Ginanjar Sauki, 20085iving Shelters Toward Indonesian
Workers’ (TKI) Rights in the Context of Regional Autonomy (The
Evaluative Study of Applied Policies in the Departrent of Workers and
Transmigration in Tulungagung Residence). Thesis. Public Policy
Concentration. Public Administrative Department. aBijaya University.
Advisors: (1). Prof. DR. Sjamsiar Sjamsuddin. (2)Drs. Siswidiyanto, MS.
106 pages + X.

The multidimensional crises that have been expee@rby Indonesia
during the past ten years cause a lot of problemsociety. Likewise, the
increasing rate of people left unemployed becauseatumbers of people absorbed
in the work fields that is imbalance with the numsbef the work field itself. Such
crisis makes Indonesians go seeking for jobs ierotountries. In fact, working
overseas iS more promising since those countrié=r efirious kinds of jobs
completed with the higher wages compared to IndaneBeing foreign
employees has been such a culture among Indongsspecially in some certain
regions in the country, and only strengthens Ind@ms’ willingness to head
overseas very soon.

Using descriptive method and qualitative approabls research was
done in Tulungagung Residence as one of the regisitis the biggest
contributions in sending Indonesians to work abritech other cities in East Java
Province. The research instruments were the rdsearanterview guide, and
other supporting equipments. The data collectios d@ne through observation,
interview, and documentation. The data analysis aaase through the reduction
procedure, delivery, and conclusion taking.

Being an autonomy region, Tulungagung Residencenofsyet been
capable of responding this condition. It is suppdrby the fact that there is no
regional regulation that specifically rules thedndsians’ workers placement and
shelter coming from the region. Based on the Aats 39 Year 2004 and Perda
Provinsi No. 2 Year 2004, which both rule aboutcplaent and shelter for
Indonesians working overseas, the Department ofkéferand Transmigration of
Tulungagung Residence implements some rules igrams planned in 2007 as
an effort to serve and secure Indonesian workargloing so, there have been
both supportive and obstructing factors that infleeethe program.

In executing the program involving many sides, gt dbserved that
Tulungagung Residence has not yet been able tosgisle a comprehensive and
integrative shelter toward the workers’ rights. t@er actions done by
irresponsible staff obstruct the rules executiotnéocome perfect, causing such a
lot of violence across Indonesian workers’ righBesides reevaluating the
regulations about Indonesian workers’ rights, humagsources quality
improvement to be good Indonesian workers also hesopriority. Government
understanding towards society, in this case idrilenesian workers themselves,
also needs to be improved to succeed the prommhgy which is able to shelter
Indonesian workers’ right comprehensively and cardgusly in the whole process



undergone by the workers; during the pre-placemefdgcement, and post-
placement.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis multidimensi sepuluh tahun belakangan ibenar-benar
menyebabkan berbagai permasalahan bagi bangsaebidoMulai dari masalah
ekonomi, politik hingga harga-harga barang kebutulpokok yang terus
melambung. Keadaan tersebut selanjutnya memicu ulny& banyak
permasalahan lain yang tidak kalah peliknya, sepemenyebabkan tingginya
angka kejahatan yang dilatar belakangi masalah akipgnsemakin banyaknya
masyarakat kita yang mengalami kelaparan, dan nasiflak masalah lain yang
timbul pasca krisis tersebut.

Kondisi tersebut semakin diperburuk lagi dengajadinya banyak kasus
pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaars@esan yang terkena
imbas dari krisis, sehingga menimbulkan banyak gegguran baru. Dan
rendahnya penyerapan tenaga kerja di dalam nezgtés memperparah masalah
ketenagakerjaan di negara ini. Jumlah pencari lsan@at tidak seimbang dengan
lapangan kerja yang tersedia. Hal ini pula yan@rgetnya menjadi salah satu
faktor pendorong bagi masyarakat kita untuk menioanja di negara lain. Selain
lapangan pekerjaan yang tersedia lebih banyak, yaad ditawarkan pun relatif
lebih besar jika dibandingkan dengan upah padarjaekeyang sama di dalam
negeri. Selain itu, budaya yang telah mengakar paakyarakat kita, khususnya
di daerah-daerah kantung TKI, juga sangat berpdedam menguatkan tekad
calon TKI untuk segera mengadu nasib di luar negeri

Keadaan tersebut sedikit banyak juga berlaku bagasyarakat
Tulungagung, mereka sudah terbiasa dengan bergankmatan kerja di luar
negeri dan hal itu telah berlangsung lama. Sejéletapa puluh tahun yang lalu,
masyarakat kabupaten Tulungagung sudah banyak y@ngadu nasib ke luar
negeri khususnya Malaysia. Sebenarnya permasalpb&ok dari fenomena
tersebut adalah adanya keterbatasan kesempatandkeigerah dan tingkat upah
yang jauh lebih tinggi ditawarkan di luar negeramun pendekatan pemerintah

yang ingin mengarahkan calon TKI pada proses datanieme yang mengikuti



prosedur dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrtgingoat justru dirasa oleh
calon TKI mempersulit proses penempatan. Sebagzataya sebagian dari calon
TKI ini justru menggunakan jalur dan proses ilegahg jauh lebih mudah dan
murah.

Jika kita mau berkaca pada kejadian beberapa tghng lalu, dimana
telah terjadi pengusiran Tenaga Kerja Indonesial)Tikegal dari Malaysia
dipenghujung tahun 2002. Hal itu sungguh menggugat pemerintah,
keberadaan TKI di luar negeri serta Perusahaan Tesaga Kerja Indonesia
(PJTKI). Tidak saja itu, kasus tewasnya Penata drsksRumah Tangga (PLRT)
di Singapura, pelecehan seksual, perlakuan tidakasekontrak, bunuh diri,
dihamili oleh majikan, perjanjian kerja tidak jelagah tidak bayar, pembekalan
kurang memadai, penganiayaan, perilaku TKI takujeKpnencuri, mencelakakan
anak dan selingkuh dengan suami majikan), itu semeaggambarkan bahwa
pola rekrutmen, penempatan dan perlindungan tephddé ke luar negeri
sangatlah lemah sehingga perlu direevaluasi.

Sebagian masyarakat kita menyatakan keprihatinas kejadian yang
menimpa diri TKI seperti tersebut di atas. Merelemderung menilai instansi
Depnaker dan PJTKI sebagai yang paling bertanggwadj atas peristiwa yang
menimpa diri TKI tersebut, karena kedua instanseteutlah yang memayungi
seluruh proses rekruitmen, penempatan serta pengah terhadap TKI. Namun
yang terjadi, kedua instansi tersebut saling metekgn tanggungjawab pada saat
terjadi kasus-kasus pelangaran terhadap TKI kaagyakhirnya membuat TKI
terpojok pada posisi yang lemah.

Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa kasung yhalami oleh TKI
asal Kabupaten Tulungagung berikut ini : Najimalrwmto, asal Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, tamatan SD eéamntur 37 tahun yang
bekerja menjadi pembantu rumah tangga di sebualrgelmuda, suami istri
bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta Eldkjoomt dengan perusahaan
Jepang Toshiba di negara Pahang Malaysia, denganadak masing-masing
berumur 8 dan 5 tahun. Keluarga ini menurut Najimmegmpercayai dirinya untuk
mengasuh anak-anak mereka. Najimah kebetulan pemealkah dan punya anak

berumur 15 tahun yang tinggal bersama neneknyandien terhadap anaknya di



kampung halaman dilampiaskan oleh Najimah dengamyayangi anak
majikannya. Berkat perhatian dan kesabarannya jeelsetiap hari, mendapat
penghargaan dari majikannya. Pada tahun pertamaNgamnah mendapat 250
ringgit per bulan, memasuki tahun kedua meningké& Bnggit ditambah bonus
pakaian untuk hari raya dan satu paket peralatatatstSayangnya pada tahun
ketiga tepatnya pada tahun 2001, Najimah dipulamgka Indonesia oleh
pemerintah Malaysia karena termasuk salah satwaekerja ilegal atau disebut
dengan istilah pendatang tanpa ijin. Majikannyakakgcewa dengan kebijakan
pemulangan ini, karena anak-anaknya sudah terlaty@ab dan terbiasa dengan
Najimah. Tidak kurang dari 20 juta dan sedikit p@shn dapat dibawanya ketika
pulang ke Indonesia, hasil jerih payahnya selamantiiu.

Selanjutnya, kejadian yang tidak kalah memilukagi @ialami Endang
Sudiro asal kecamatan Kalidawir Tulungagung yangnaie bekerja selama
kurang 2 tahun di tempat hiburan malam di Sabambdta dengan Najimah,
perempuan ini kurang beruntung. Walaupun keberdagkga melalui jalur
resmi, tetapi dia merasa tertipu. Gaji yang dipshvoltidak sesuai dengan
kesepakatan perjanjian kerja, semula dijanjikan #0@git per bulan, tapi entah
apa alasannya dia menerima hanya separuhnya. Akhisetelah 8 bulan
kemudian mereka lari dan mencari pekerjaan di térga dengan gaji lebih
rendah. Baru setahun bekerja di tempat lain degganebih rendah, dia terjaring
razia polisi dan setelah diproses dipulangkan ki#oresia melalui Nunukan.
(www.nakertrans.go.id).

Sangatlah disayangkan apabila kejadian demi kejeskanacam ini tetap
dibiarkan terjadi. Hal ini akan semakin memperbuitia pemerintah kita karena
masih juga belum mampu melaksanakan proses permmpan perlindungan
TKI secara profesional. Masih banyak pula oknumemknyang terkait dalam
proses penempatan dan perlindungan TKI tersebutg yaanya mencari
keuntungan individu dan berani mengorbankan Hak-M&k yang tidak lain
adalah Hak Asasi Manusia.

Penempatan TKI di luar negeri sebenarnya berhubutegeysung dengan
() instansi Depnaker. Instansi ini memberikan ymlan penempatan secara

teknis, pengawasan, pelaksanaan penempatan dianégaan dan perjanjian



kerja dan sebagainya. (b) Instansi Keimigrasian]ipu penelitian berkas
sebagai syarat pengadaan paspor serta dokumen gkasman lainnya. (c)
Departemen Luar Negeri yaitu pengawasan dan peanddikl serta perjanjian
bilateral dengan negara tujuan, perpanjangan penakerja dan sebagainya. (d)
PJTKI yaitu pengurusan dokumen termasuk Kartu Pduiduies kesehatan, visa
kerja, perjanjian kerja dengan pengguna TKI, meilitizg TKI yang memohon
kredit ke bank, serta memberikan pembekalan yatmmlpnaan mental rohani dan
disiplin, kepribadian, penjelasan kultur dan adé&dat, dan peraturan
perundang-undangan dari negara tujuan, tata cdvardegkatan, pengiriman
uang dan tabungan, hak dan kewajiban serta penanankl sampai di tempat
asalnya.

Rangkaian kegiatan rekrutmen yang tampaknya panjditgmbah juga
pengurusan dokumen penunjang yang tidak saja mddabkrasi berbelit-belit
tetapi juga pungutan non-resmi, membuat calon TEhggunakan broker ilegal
(calo). Sang calo menjanjikan kemudahan yang keprwduktif jika melalui
prosedur sebenarnya. Kesempatan ini dipergunakah ohlon TKI, yang
akhirnya berangkat tanpa pembekalan dan dokumenujmemegara tujuan.
Sementara untuk menertibkan calo-calo tersebuttsujangkau oleh aparat, pola
kerjanya menyebar ke kampung-kampung. Kasus mefibang dan telantarnya
beberapa calon TKI asal NTT di Surabaya menuju Ydaatas ulah para calo
TKI yang sempat menyebar di daerah itu, cukup kembuktikan bahwa calo
TKI harus mulai diberantas dan ditindak tegas olebparat.

(www.sinarharapan.co.)d

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut RegistraBunt 2004
mengalami kenaikan sebesar 0.52 persen dibandimg t@kun 2003, yaitu dari
984.730 jiwa menjadi 989.856 jiwa, yang terbagsdski-laki 491.691 jiwa dan
perempuan 498.165 jiwa, dengan tigkat kepadatardyslkik rata-rata 860
jiwa/km®. Namun pemerataan kepadatan penduduk di Kabufatemgagung
belum dapat terwujud. Hal ini bisa dilihat adanysédnjangan tingkat kepadatan
penduduk antar kecamatan. Disatu sisi ada tinglegadatan di atas 6.000
jiwa/km? dan disisi lain ada yang kurang dari 500 jiwaikm



Terkait dengan besarnya jumlah penduduk dan kuabuw@aya kerja
sebagai TKI, membuat Kabupaten Tulungagung mersjaldh satu kabupaten di
Jawa Timur yang paling banyak mengirim Tenaga Kemnjionesia (TKI) ke luar
negeri, seperti ke Malaysia, Hongkong, Arab Sadaliy Uni Emirat Arab. Diluar
itu, terdapat TKI ilegal yang jumlahnya jauh lebiényak.

Data yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmiebupaten
Tulungagung, dimana pada tahun 2004 memberangkalkdnsebanyak 45
orang. Kemudian pada tahun 2005 sebanyak 1674.tahun 2006 sebanyak
934 orang dan tahun 2007 sebanyak 1019 orang. §elajumlah kiriman uang
TKI dari luar negeri kepada keluarganya di Kabupalelungagung pada tahun
2004 sebesar Rp. 225 miliar, tahun 2005 Rp. 334amitahun 2006 Rp. 309
miliar dan tahun 2007 Rp. 279 miliar. Jumlah inimmejukkan jumlah TKI ilegal
jauh lebih besar jika dibandingkan dengan TKI y&rgaftar pada disnakertrans
Tulungagung. Sebagai perbandingan saja, pendapasin daerah (PAD)
Kabupaten Tulungagung hanya sekitar Rp 20 miliatadsun.

Keadaan ini sangat ironis bila mengingat bahwa megsebenarnya
memikul kewajiban untuk dapat melindugi warga nagga yang berada di luar
negeri, khususnya sebagai TKI. Hal ini sesuai derygag diatur dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan ddimd@ngan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya padal@asagka 1 yang berbunyi :
“Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanak@n mengawasi
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan THKuati negeri”. Hal ini
diperkuat lagi dengan bunyi pasal 6 Undang-undaaggysama, yaitu :
“Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkaayamperlindungan TKI di
luar negeri”. Namun kewajiban pemerintah yang getaga menjadi hak bagi
TKI tersebut akan terasa sia-sia apabila TKI yaagda di luar negeri tersebut
kurang mengerti akan hak dan kewajibannya sertankpnya kesadaran untuk
menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hainderigan hak-hak tenaga
kerja itu sendiri.

Melihat keadaan yang berkembang seperti itu, aka@mjadi sebuah
perdebatan panjang tentang siapakah sebenarnyasgéaiy’. Apakah TKI yang

salah, atau bahkan pemerintah daerah Kabupatemndadung yang kurang



kooperatif terhadap keberadaan TKI asal Tulungadersgbut. Padahal jika kita
melihat dari konteks otonomi daerah, Kabupaten Agdigung sebagai daerah
otonom, menjadi memiliki kewenangan penuh utuk meahkebijakan-kebijakan

yang dapat mengakomodasi semua kepentingan-kegentiterkait masalah

ketenagakerjaan tersebut. Banyaknya TKI dan uanmannya yang masuk ke
kabupaten Tulungangung juga merupakan sebuah kegariutersendiri bagi

kabupaten Tulungagung, dimana hal itu mengurangikanpengangguran
sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahtéadem tingkat lokal. Hal ini

sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yang Kapk@n oleh Halim

(2004:23) :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai poliggaklity, artinya
melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih memtdsempatan
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berakj#fitas politik di
tingkat lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya gi@m otonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam embatkan
hak-hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dermonomi akan
meninkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekono

Selanjutnya akan sangat dirasa perlu untuk mengKajg kebijakan-
kebijakan pemerintah kabupaten Tulungagung khusuBityas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi untuk dapat mengetahui simpul masgkaig terjadi. Evaluasi
terhadap kebijakan-kebijakan yang ada merupakaah sstu alternatif solusi
terbaik untuk selanjutnya dapat menentukan apakahijakan yang ada
merupakan kebijakan yang komprehensiv dan layakkudilanjutkan, ataupun
sebaliknya yaitu perlu adanya reformulasi kebijakdal ini adalah merupakan
sebuah kegiatan dalam menunjang terlaksananyalsé&bbgakan publik dengan
baik, sesuai yang diungkapkan oleh James E. Andé&menarko, 2000: 212)

“Evaluasi kebijakan sebagai suatu kegiatan fungdjomadalah suatu

kebijaksanaan itu sendiri. Pengambil-pengambil jk&banaan dan

administrator-administrator senantiasa membuat lgani terhadap

keberhasilan atau terhadap dampak dari kebijakeakla@asus, program-
program dan proyek-proyek yang dilaksanakan itu”.



Setelah melalui proses evaluasi, sebuah kebijakam alapat dinilai layak
dilanjutkan ataupun mengalami reformulasi kebijakaau bahkan sama sekali
dihentikan dan diganti dengan kebijakan yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertamiak mengambil judul
penelitian“PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH  (Studi Evaluasi
Terhadap Pelaksanaan Kebijakan pada Dinas Tenaga Kg dan

Transmigrasi Kabupaten Tulungagung)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akanjadi

permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan perlindurgdnhak tenaga
kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Igatn
Tulungagung.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pmtaks kebijakan
perlindungan hak-hak tenaga kerja oleh Dinas Tenidgga dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.

3. Bagaimanakah evaluasi kebijakan yang dilakukabagai upaya
pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan derigan hak-hak
tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transsiigabupaten

Tulungagung.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan di ataka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan dan menganalisa proses pelaksakalimkan
perlindungan hak-hak tenaga kerja oleh Dinas Tertégga dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.

2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor pdathg dan faktor
penghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan délakelmaga kerja
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabup&tdmngagung.



3. Menggambarkan dan menganalisa evaluasi kebijakhagai upaya
pencapaian tujuan dari pelaksanaan kebijakan pergan hak-hak
tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transsiidgtabupaten

Tulugagung.

D.Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian dalam penulisan iraladi :

1. Aspek Teoritis

a) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peikangan ilmu
pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan di bidrigkan
publik khususnya kebijakan dalam bidang ketenaggder

2. Aspek Praktis

a) Memberikan masukan kepada pemerintah daerahmpateguna
mengoptimalkankan pelayanan dalam sektor ketenggake untuk
dapat memberikan perlindungan terhadap hak-halsekerja.

b) Bagi pihak lain yang berkepentingan dapat bexgsebagai bahan

pertimbangan/untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penulisansskmipterdiri dari 5
bab dengan urutan sebagai berikut :

BAB |: PENDAHULUAN
Mengemukakan uraian tentang latar belakang pemilibdul, perumusan

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelit@em sistematika penelitian.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori ataupun temuan-temuaraiinyiang berkaitan
dengan ketenagakerjaan.
BAB Il : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat fokus penelitian, lokasi pitiael, sumber data,
pengumpulan data, instrument penelitian dan analsia.

BAB IV: PEMBAHASAN



Dalam bab ini diuraikan secara garis besar gambarmom instansi,
penyajian data yang diperoleh dari instansi, setagf dilakukan analisis data,
interprestasi data yang berkaitan dengan upayanglatian pelayanan dan

perlindungan hak-hak tenaga kerja.

BAB V: PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan danrsaean yang kiranya
dapat berguna bagi upaya mengoptimalkan perlindurgek-hak sipil sektor

ketenagakerjaan.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik
1. Pengertian

James E. Anderson (1979: 3) mengatakdnpublic policies are those
policies developed by governmental bodies andialic (“kebijakan negara
adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan olettab-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah”). Menurut Anderson, implikasiridpengertian kebijakan
Negara tersebut adalah : (1) Bahwa kebijakan Neagaselalu mempunyai tujuan
tertentu atau merupakan tindakan yang berorierpasia tujuan; (2) bahwa
kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau polégmdakan pejabat pemerintah;
(3) bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yamgrkbenar dilakukan oleh
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pembrit@rmaksud akan
melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakuksmatsg (4) bahwa
kebijakan Negara itu bias bersifat positif dalar areupakan beberapa bentuk
tindaka pemerintah mengenai sesuatu masalah tertgau bersifat negative
dalam arti : merupakan keputusan pejabat pemerintbk tidak melakukan
sesuatu; (5) bahwa kebijakan pemerintah setidakitiga dalam arti positif
didasarkan atau dilandaskan pada peraturan pergnaangan dan bersifat
memaksa.

David Easton (dalam Islamy, 1997:19), memberikdnkabijakan Negara
sebagai “ the authoritative allocation of values for the wle society”
(“pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepadarskl anggota masyarakat”).
Berdasarkan definisi ini, David Easton menegaskamMa hanya pemerintahlah
yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada madggeattan pilihan pemerintah
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan seserstebut dirupakan dalam
bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Dalam bukunya “Understanding Public Policy”, Thom&s Dye
mengemukakan bahw#®ublic Policy is whatever governments choose tootdo
not to do” (Soenarko, 2000:38). Berdasarkan pengertian tetselapat kita
ketahui bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintéik Wilakukan atau tidak



dilakukannya, itulah yang merupakaRublik Policy atau Kebijaksanaan
Pemerintah.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik diatagigabmanapun
rumusannya pada hakekatnya bahwa kebijakan publéngarah kepada
kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-yang ada. Seseorang
atau sekelompok aktor politik harus senantiasa regkkan pikiran-pikiran
publik dalam wacana politiknya, dan bukan hanyaraiiya atau kemauannya
semata-mata sebagai dasar pengambilan keputusagam®eemikian kebijakan
publik dapat disimpulkan sebagai serangkaian tiadajang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan adekeorang atau sekelompok
orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yangrmtasi kepada kepentingan
masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan
Daniel A. Mazmanian dan Paul A Sabatier (Abdul Wagha005:65)
menjelaskan makna implementasi ini dengan mengataiawa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah gwagram
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fo@eshatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dagiatan-kegiatan
yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedomaihkaai public,
yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadrasilsinnya
maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada mastarak

Dari pengertian diatas, dapatlah dipahami bahwdeimentasi kebijakan
adalah salah satu bagian proses dari sebuah kahijdkoses ini disebutkan
adalah yang paling sulit diantara bagian yang ldal.ini lebih disebabkan karena
dalam implementasi kebijakan mengamati dan mengaaetiap faktor yang
mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan dalantapai tujuannya, baik
faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung oratipgak langsung. Namun
begitu sulitnya, tetapi proses implementasi ini usartetap dilaksanankan,
mengingat dampak dari sebuah kebijakan adalah rgkyd menerimanya.

Woodrow Wilson (Soenarko; 2000:180) menungkapkdmwiaa

It is getting to be harder to run 2 constitutiorathto frame ong¢ adalah
lebih sulit untuk melaksanakan suatu Undang-undBagar atau peraturan-
peraturan dibandingkan dengan membentuknya).



Soenarko (2000:187-191) mengungkapkan tentang &migagkah dalam

implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Interpretation
Yang dimaksud‘interpretation” dalam kebijaksanaan disini adalah
berusaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan okhbentuk
kebijaksanaan dalam mengetahui betul apa dan bagaitajuan akhir
(goal) itu harus diwujudkan, harus direalisir. Reog pelaksanaan,
yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan, g&pmm untuk
diterapkan, haruslah sesuai dengan ide, keingirzan rdotivasi dari
pembentuk kebijaksanaan.

2. Organization
“Organization” dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dimaksudkan
sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unitrtheseetode-
metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan eaagkkegiatan
guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kelijeem itu.

3. Application
Yang dimaksudkan dengatapplication” adalah penerapan segala
keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakkeaatan-
kegiatan untuk terrealisirnya tujuan kebijaksan&an

Soenarko (2000:185) juga mengemukakan bahwa pela&sakebijakan

itu dapat gagal karena disebabkan faktor-faktcararigin :

(1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidagiate karenanya harus
dilakukanreformulationterhadap kebijakan tersebut;

(2) Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tefektif;

(3) Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergganasebagaimana
mestinya;

(4) Isidari kebijakan itu bersifat samar-samar;

(5) Ketidakpastian faktor intern dan faktor ekstern

(6) Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung bkryaang;

(7) Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan matzkars;

(8) Adanya kekurangan akan tersedianya sumbebsunpembantu
(waktu, uang, dan SDM).

Masih menurut Soenarko (2000:186-187) factor-fakigang dapat

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan adala

(1) Persetujuan, dukungan dan kepercayaan masyarakat.
Tiga hal ini adalah faktor-faktor yang dapat menuhkan partisipasi
masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam ingitasi
kebijakan.

(2) Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti sedgetas terlebih
dahulu.

(3) Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, aeratmengenai
kondisi dan kesadaran masyarakat yang menjadi kalknsasaran
kebijakan tersebut.



(4) Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksartdahini berarti
perlu pengorganisasian yan baik dengan :
a. Diferensiasi kegiatan secara horizontal besertadiwoasi dengan
baik.
b. Diferensiasi kegiatan secara vertikal dengan peagamnya yang
efektif.
(5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasionai galaksanaan
kebijakan.
(6) Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yeemgadai dalam
pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan Hogwood dan Gunn (Abdul Wahab, 2005:$1i6kh
membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dumgdr, yaitu non
implementation (tidak terimplementasikan) damnsuccessful implementation
(implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimpégtasikan mengandung arti
bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesugjatterencana, mungkin karena
pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannyakticeu bekerja sama, atau
mereka telah bekerja secara tidak efisien, beksgjgngah hati, atau karena
mereka tidak sepenihnya menguasai permasalahan matagkin permasalahan
yang dikerjakan diluar jangkauankekuasaannya, gghitbetapapun gigih usaha
mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggupkandanggulangi.
Akibatnya implementasi yang efektif sukar untukediphi.

Christopher C. Hood mengemukakan lima syarat bagirfect
implementationyaitu :

a. Implementasi yang ideal merupakan produk dari asganyang mirip-
mirip militer, dalam hal ini terdapat kewenangamggelas dan tegas.

b. Didalam organisasi seperti itu, aturan-aturan dafitggakkan dan
tujuan telah ditetapkan.

c. Adanya persepsi bahwa setiap organisasi akan niglakapa yang
diperintahkan.

d. Perlu adanyaerfect communicatiobaik didalam maupun antara unit-
unit organisasi.

e. Perlu adanya situasi dimana tidak ada atau tidaku ggembatasan
waktu.

3. Evaluasi Kebijakan
3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan
Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, dibutuhkanyadproses evaluasi.

Meskipun dalam proses perumusan dan proses imptasidelah dilaksanakan



dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aturanpodzsedur yang telah
ditetapkan sebelumnya. Proses evaluasi dilakukdragse proses penilaian
terhadap suatu kebijakan untuk selanjutnya dapgaitaskan apakah kebijakan
tersebut layak untuk dilanjutkan, ataupun perlwdian reformulasi kebijakan
atau pembuatan kebijakan pengganti.

Terdapat beberapa pengertian tentang evaluasi akebij Seperti
diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam Soenaf@0{211), Evaluasi adalah
kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yasar milainya dan dapat
pula ~membantu penyempuraan pelaksanaan kebijaksand®eserta
perkembangannya. Aji dan Sirait (1982:30) memberilengertian tentang
evaluasi kebijakan sebagai suatu usaha untuk mengiak memberi nilai secara
obyektif pencapaian hasil yang telah direncanalkdelsmnya dan hasil evaluasi
dimaksudkan menjadi umpan balik.

3.2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat kitatkgtdengan jelas bahwa
evaluasi kebijakan memiliki peranan yang sangatipgrdalam sukses tidaknya
sebuah kebijakan. Hal ini karena dengan evaluesehet, maka suatu kebijakan
dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya séjekcdnakan sampai pada
pelaksanaannya untuk mencapai tujuannya memengignkagan masyarakat.
Selanjutnya dengan mengetahui kekurangan dan kk&mga, makan akan
dapat diajukan usaha untuk memperbaiki kebijakasebeit melalui perumusan
kembali kebijakan (reformulation) atau penyesugianyesuaian (adjustment)
sesuai dengan kondisi masyarakat yang berkembatay dengan kata lain
eavaluasi kebijakan memiliki tujuan untuk mempemnolesil (outcome) yang
sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisigngkin sejalan dengan
perkembangan yang terjadi pada masyarakat. (Sagrz0R0:211-213).

Selanjutnya, Dunn (2000:609-610) mengungkapkan balsvaluasi
Kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalanlisas&ebijakan, antara
lain :
1. Evaluasi memberi informasi yang valid danalappercaya mengenai kinerja

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai kissempatan telah dapat



dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, ®ssi mengungkapkan
seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan targetnter telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi kiritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nllperjelas dengan men-
definisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi deeteetode analisis
kebijakan lainnya, termasuk peru-musan masalalrel@mendasi. Informasi
tentang tidak memadainya Kinerja Kebijakan dapammbesi sumbangan
pada perumusan ulang masalah kebi-jakan. Evalagsitgoula menyumbang

pada definisi alternatif kebijakan yang baru attsi kebijakan.

3.3. Karakteristik Evaluasi Kebijakan
Evaluasi menurut Dunn (2000:608-609) mempunyairskgh karakteristik
yang membedakannya dari metode-metode analisigakahilainnya :
a. Fokus Nilai.
Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pesaaian
menyangkut keperluan atau nilai-nilai dari suatbijekan dan program.
Evaluasi terutama menyangkut usaha untuk menentakamfaat atau
kegunaan sosial dari suatu kebijakan atau progdan, bukan sekedar
usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hksilkebijakan yang
terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena legi@h tujuan dan sasaran
kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi axggiut prosedur untuk
mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
b. Interdependensi Fakta-Nilai.

Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun.filatuk menyatakan
bahwa kebijakan atau program tertentu telah memdapgkat kinerja
yang tertinggi (atau rendah), diperlukan tidak termahwa hasil-hasil
kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompatau seluruh
masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didykaleh bukti
bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupdmnsekwensi dari
aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masagatentu. Oleh

karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagiasial



c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau.
Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan adifpkdibrahkan pada
hasil sekarang dan masa lalu, daripada hasil mgsand Evaluasi bersifat
retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukax post).Rekomendasi yang
juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prosipdln dibuat sebelum
aksi-aksi dilakukarfex ante).

d. Dualitas nilai.
Nilai-niali yang mendasari tuntutan evaluasi menyaurkualitas ganda,
karena mereka dipandang sebagai tujuan sekaligas Eaaluasi sama
dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nitey wpala dapat
dianggap sebagai intirinsik (diperlukan bagi dighyataupun ekstrinsik
(diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencaptipran-tujuan lain).
Nilai-nilai sering ditatadidalam suatu hirarki yangerefleksikan

kepentingan relatif dan saling ketergantungan dofaan dan sasaran.

3.4. Macam Evaluasi Kebijakan
Seperti yang disebutkan oleh Aji dan Sirait (19821) bahwa macam
evaluasi dapat digolongkan menjadi beberapa tahap :
a. Evaluasi pada tahap Perencanaan
Kata “evaluasi” sering digunakan dalam tahap pexeaan dalam rangka
mencoba memilih dan menentukan skala prioritasat&p berbagai
macam alternatif dan kemungkinan terhadap carakumencapai tujuan
yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk itu dipentu teknik yang
dapat dipakai oleh perencana. Suatu hal yang geggettimbangkan dalam
kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditengalam pemilihan
prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadamelainkan berbeda
menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.
b. Evaluasi pada tahap Pelaksanaan
Evaluasi pada tahap ini adalah suatu kegiatan umeentukan tingkat
kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencagaslah ditetapkan
di awal. Terdapat perbedaan antara evaluasi mepeanggertian ini dengan

pengendalian dan monitoring. Monitoring mengangdeghwa tujuan



yanmg ingin dipakai sudah tepatdan bahwa programditencanakan
untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Monitoringlimae apakah
pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan baheema tersebut
sudah tepat untuk mencapai tujuan. Sebaliknya asalmelihat sejauh
mana program masih tetap dapat mencapai tujuarkaBppencapaian
hasil tersebut sudah berubah atau dengan katapakaeh pencapaian hasil
program tersebut akan memecahkan masalah pembangang ingin
dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan falekief luar yang
mempengaruhi keberhasilan suatu program.

c. Evaluasi pada tahap Purna Pelaksanaan
Disini, pengertian evaluasi hampir sama dengan gréiag evaluasi pada
tahap pelaksanaan, hanya saja perbedaannya yailgi dian yang
dianalisa bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanabandingkan dengan
rencana, tetapi hasil pelaksanaan dengan rencakai dpakah dampak
yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan terss#muai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
Dalam aktivitas evaluasi kebijakan apabila dithiératkan pada kemauan
yang kuat untuk mengetahui hasil dari kebijakangytatah dilaksanakan
maka akan selalu berhubungan dengan dampak kefmijaReamana
dampak kebijakan merupakan salah satu indikatog y@enting untuk
menentukan apakah program telah mencapai suaantagau target yang

telah ditetapkan.

3.5.Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan

Secara umum bahwa dalam setiap evaluasi adalah aneinigkan antara
tujuan dengan rencana dengan melihat apakah yabgnamya terjadi di
lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Soeprap@®:6) yang menyatakan
bahwa evaluasi harus memfokuskan pada tujuan progian efek yang
ditimbulkan dan juga ditambahkan bahwa dalam méakuevaluasi terhadap
pelaksanaan suatu kebijakanatau program juga maeasperhatikan proses dan

hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut.



Dalam beberapa hal, sang evaluator harus mengasebihgian dari
sasaran yang telah ditentukan atau tujuan yangedisikan. Dalam kaitan ini
Shortell dan Richardson (1978:18-20) mengemukakahwh ada beberapa
dimensi yang dapat ditetapkan dalam melakukan asaltial-hal tersebut adalah
sebagai berikut :

a. Isi dari tujuan, yaitu apa yang menjadi kecendeannglari tujuan

kebijakan.

b. Urutan atau tingkatan pentingnya tujuan-tujuan yaahe

c. Target groups, program tersebut ditujukan untuk siapa/kelompok

masyarakat yang mana.

d. Efek yang ditimbulkan, baik jangka pendek maupumgka panjang.

Semakin kompleks program maka semakin banyak ked&regsaran.

e. Tingkatan efek, seberapa besar efek yang diharapkan

.—h

Stabilitas efek, berapa lama efek yang ditimbulidaan terjadi.

. Keanekaragaman tujuan.

>0 Q

. Hubungan antara tujuan yang satu dengan tujuanlgang

Tingkat kepentingan tujuan yang berbeda.
. Akibat yang tidak diinginkan dan yang diantisipéSoeprapto, 2000 :
18-20)

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhulbungaitu,
penggunaan berbagai macam metode untuk memanthketzgmkan publik dan
program serta yang kedua adalah aplikasi serangkdlai untuk menentukan
kegunaan hasil terhadap beberapa orang, kelompmk @iasyarakat secara
keseluruhan.

Mengingat kurang jelasnya arti evaluas didalam lisinakebijakan,
menjadi sangat penting untuk membedakan beberamiekatan dalam evaluasi
kebijakan. Terdapat tiga macam pendekatan dalartuasrakebijakan (Dunn,
613-620) :

1. Evaluasi semu

Evaluasi semipseudo evaluatioradalah pendekatan yang menggunakan

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan inf@mang valid dan dapat

dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusah#&k menanyakan tentang



manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut tedpadhdividu, kelompok, atau

masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dalussi semu adalah bahwa
ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan ses@atg dapat terbukti sendiri

(self evidentptau tidak kontroversial.

Dalam evaluasi semu peneliti secara khusus menanaflermacam-
macam metode (rancangan ekperimental semu, kuesiceredom sampling,
teknik statistik) untuk menjelaskan variasi has#bakan sebagaiproduk dari
variabel masukan dan proses. Namun setiap hasijakebh yang ada diterima
begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-Bemtari evaluasi semu
mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauarspementasi sosial,

akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial déessrpenelitian dan praktik.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang
menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkéornmasi yang valid dan
dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapigenaaiuasi hasil tersebut atas
dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkeacara formal oleh
pembuat kebijakan dan administrator program. Aswi@na dari evaluasi formal
adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secarmaafoadalah merupakan
ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijgkagram.

Dalam evaluasi formal, peneliti menggunakan berbaggcam metode
yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi slamiujuannya adalah identik
: untuk menghasilkan informasi mengenai variasiagrhasil kebijakan dan
dampak yang dapat dilacak dari masukan dan prosegakan. Meskipun
demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi fomeslggunakan Undang-
undang, dokumen-dokumen program, dan wawancaraadegpgmbuat kebijakan
dan administrator untuk mengidentifikasikan, meimdgkan tujuan dan target
kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yangmdimkan secara formal
tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formpé-tipe kriteria evaluatif yang
paling sering digunakan adalah efektivitas dariesfts.

Salah satu tipe utama evaluasi formal adalah esialsamatif, yang

meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuariadget formal setelah suatu



kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waddtentu. Evaluasi sumatif
diciptakan untuk menilai produk-produk kebijakanndprogram publik yang
stabil dan mantap. Sebaliknya, evaluasi formatiflipné usaha-usaha untuk
secara terus menerus memantau pencapaian tujummtwjan target formal.
Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatifrgehga tidak dilebih-lebihkan
meskipun demikian karena perbedaan utama dari feaistik evaluasi formatif

adalah jumlah titik waktu dimana hasil kebijakapatitau.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan Teoritigdecision theoritic evaluation)adalah
pendekatan yang menggunakan metode-metode deshkuiptik menghsilkan
informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkaengenai hasil-hasil
kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagacama pelaku kebijakan. Evaluasi
keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan danbuat eksplisit tujuan dan
target dari pelaku kebijakan baik yang tersembumgupun dinyatakan. Ini
berarti bahwa tujuan dan target dari pembuat Kednijamerupakan salah satu
sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai il amidalam
memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakafibatkandalam
merumuskan tujuan dan target dimana kinerjanyamantkan diukur.

Evaluasi keputusan teoritis merupakan cara untukgatasi beberapa
kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal :

a. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kinaefabagian
besar informasi yang dihasilkan melalui evaluasakg digunakan
atau tidak pernah digunakan untuk memperbaiki petanu
kebijakan. Hal ini karena evaluasi tidak cukup cesif terhadap
tujuan dan target dari pihak-pihak yang mempunysliladalam
perumusan dan implementasi kebijakan dan progam.

b. Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan prograublik yang
kabur. Ini berarti bahwa tujuan umum yang sama Mtdapa
menghasilkan tujuan spesifik yang saling berterdangsatu
terhadap lainnya. Ini dapat terjadi jika diingahwa tujuan yang

sama dapat dioperasionalkan dalam paling sedilkdmemacam



kriteria evaluasi : efektivitas, efisiensi, kecukunp kesamaan,
responsivitas, dan kelayakan. Salah satu tujuan eealuasi
keputusan teoritis adalah untuk mengurangi kekabtuwpan dan
menciptakan konflik antar tujuan spesifik atau ¢arg

c. Tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan danget
kebijakan dan program-program publik tidak dapatcase
memuaskan diciptakan dengan memusatkan padaniidaisalah
satu atau beberapa pihak. Dalam kenyataannya, dzeripelaku
kebijakan dengan tujuan dan target yang salingavaran nampak
dalam hampir semua kondisi yang memerlukan evallasluasi
keputusan teoritis berusaha untuk mengidentifikasbagai pelaku
kebijakan dan menampakkan tujuan-tujuan mereka.

Salah satu tujuan utama dari evaluasi keputusaritiseadalah untuk
menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kiehjadengan nilai-nilai dari
berbagai pelaku kebijakan.asumsi dari evaluasi tkspn teoritis adalah bahwa
tujuan dan sasaran pelaku kebijakan beik yang thkga secara formal maupun
secara tersembunyi merupakan ukuran yang layaladeph manfaat atau nilai

kebijakan dan program.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. Desentralisasi

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasdbesentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari peatepusat kepada daerah
otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republiknsla. Dari pengertian
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah adememiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya semtili ini juga berarti
bahwa daerah akan menjadi lebih eksis jika mamparaebenar mengelola dan
me-managesumberdaya yang dimiliki.

Rondonelli dalam Oentarto (2004; 7-9) mengatakdiwaDesentralisasi
dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewanadagri pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabatrip&inepusat yang

ditugaskan di daerah. Dalam hal kewenangan disaraldepada pemerintah



daerah, kebijakan tersebut disebut Devolusi. Sddangkalau kewenangna
dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang aitkan di daerah, maka hal
tersebut masuk dalam kategori kebijakan Dekonsg&ntra

Kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan di led@n sejak
diberlakukannya Undang-undang No 22 tahun 1999 gatanjutnya diganti oleh
Undang-undang 32 tahun 2004, menempatkan masyasakapai pilar utama
pemerintahan daerah. Terdapat empat tujuan yardpketficapai dalam kerangka
desentralisasi menurut UU No 22 tahun 1999, yaitu :

1. memberdayakan masyarakat,

2. menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat,

3. meningkatkan peran serta masyarakat, dan

4. mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Sedangkan dalam konsideran dan pembukaan UU NoaB2nT 2004,
ditegaskan bahwa “pemerintahan daerah diarahkaruk unhempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pkatag pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat”. Namua gadarnya, kedua
undang-undang tersebut memiliki semangat yang dsahava penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara partisipatif.

Selain itu, berdasarkan tujuan, isi, dan semangap ydibawa oleh 2
Undang-undang pemererintahan daerah tersebut, dhpdikan bahwa telah
terjadi pergeseran model pemerintahan lokal bitemtlingkan dengan kebijakan
desentralisasi sebelumnya yaitu UU No 5 Tahun 1%dat ini structural
efficiency modeltelah bergeser menjadokal democracy modelKebijakan
desentralisasi terbaru ini yang terakhir ini letsiampertegas fungsi desentralisasi
untuk mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakai. Selanjutnya
kebijakan desentralisasi ini melahirkgalitical variety untuk menyalurkamokal
voice dan lokal choiceDalam model ini jelas terlihat bahwa kebijakan
desentralisasi di Indonesia menghendaki penyeleaggapemerintahan daerah

yang berbasis pada partisipasi masyarakat.



2. Dekonsentrasi

Menurut Supriyatna (1996;1) Dekonsentrasi adaldimpahan kekuasaan
dan alat perlengkapan negara yang ditingkatan lebals kepada bawahannya
guna memperlancar pekerjaan dalam melaksanakans tymamerintahan.
Pernyataan tersebut mengarah pada pengertian padgpat dalam Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 8 dimana Dekars¢rsdalah merupakan
pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubewiagai wakil
Pemerintah Pusat di Propinsi. Dalam pelaksanaannlyetansi yang
melaksanakannya adalah dinas propinsi sebagai gieafPemerintah Daerah
Propinsi.

Latar belakang adanya Dekonsentrasi ini karena kadgatan-kegiatan
yang menjadi wewenang pemerintah pusat yang haitekuklan di daerah.
Otonomi daerah mengharuskan Pemerintah Pusat nadrger tugas-tugas
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negbiidlang pertahanan dan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agamég kewenangan bidang lain
yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun .28@4ena Pemerintah
Pusat sudah tidak mempunyai instansi vertikal derala, maka wewenang
melaksanakan kegiatan tersebut dilimpahkan kepamkrad. Sesuai dengan
pengertiannya, karena wewenang tersebut sebenanmgrapakan wewenang
Pemerintah Pusat, maka pendanaan atas pelaksamaabut menjadi tanggung
jawab Pemerintah Pusat melalui APBN. Dan sebagaséduensinya, jika pada
kemudian hari kegiatan tersebut menghasilkan pexidap maka pendapatan
tersebut secara otomatis akan menjadi hak dari feate Pusat.

3. Tugas Pembantuan(Madebewind)

Madebewind adalah azas pembantuan yang menurut ngndalang
nomor 32 tahun 2004 adalah penugasan dari penfepoisat kepada daerah dan
desa, dan daerah ke desa untuk melaksanakan tuggsstertentu yang disertai
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumbemdaysia dengan kewajiban
melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggundkamwaya kepada yang

menugaskan.



Pelaksanaan tugas pembantuan hanya sebatas pagelepggaraan
administrasi yang secara bersama-sama dilakukanerpgah pusat dan
pemerintah daerah. Dengan demikian tidak ada upsuiberian kewenangan
tingkat atas, atau keputusan level atas yang mekentebijakan di daerah.
Secara keseluruhan azas ini hanya memberi kemugbattndaerah dengan paket
kerja sekaligus pelaksanaannya.

Kenyataan yang terjadi pada tataran implementams-azas tersebut
menunjukkan adanya dominasi azas tertentu, danmddi@al ini adalah
dekonsentrasi. Pole hubungan antara desentralists1 dekonsentrasi
menampakkan kerancuan dimana lebih karena kurangkypardinasi,
sebagaimana yang terjadi pada instansi-instansakagng kinerjanya kurang
optimal, dan semua itu tidak luput dari keenggapamerintah pusat dalam

mendistribusikan kewenangannya kepada pemerintialla

4. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasalat % otonomi
daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah mtamduk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentimgasyarakat setempat
sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara etimologis, otonomi berasal dari kata |situy Autosyang artinya
sndiri, danNomosyang berarti aturan. Membahas tentang otonomi Haduta
tidak dapat terlepas dari konsep desentralisasinkaotonomi daerah merupakan
bagian dari konsep desentralisasi tersebut. Hal sesuai dengan yang
diungkapkan oleh MR. Khairul Muluk (2003:63) bahwa

“Cakupan istilah desentralisasi menunjukkan bahvesedtralisasi itu
dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. abalarti luas,
desentralisasi mencakup konsep devolusi (desesasalidalam arti
sempit), dekonsentrasi, dan delegasi yang mencau@ privatisasi.
Dalam khazanah sejarah Indonesia dikenal pula e@akumng agak
berbeda selain cakupan seperti diatas, yagdebewindanvrij bestuur.”

Menurut Kaho (1997:14) memberikan arti Otonomi sgglbaperaturan
sendiri dan pemerintah sendiri, sebagaimana ydwmiikannya sebagai berikut :

Mula-mula otonomi atau berotonomi berarti mempurgaiaturan sendiri atau



mempunyai hak atau kekuasaan atau kewenangan uméwmkbuat peraturan
sendiri.

Dari pengertian-pengertian diatas, konsep otononasierah akan
memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daeiah menyelenggarakan
kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yandn télatur dalam undang-
undang, mengelola sumberdaya yang dimiliki daesahta mewujudkan tujuan
pemberian otonomi kepada daerah, yaitu berupa gleamian pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidepakrasi keadilan dan
pemerataan, serta memelihara hubungan antaraqarsdaerah.

Jadi secara umum, otonomi daerah memiliki ciri-cé@perti yang
diungkapkan oleh Bratakusumah (2004:53) yaitu :

1. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakansendiri
tanpa intervensi dari pihak luar.

2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan meuieant
pimpinan daerahnya.

3. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangmam
membiayai kegiatan rumah tangga pemerintahannya.

4. Lembaga derah memiliki supremasi terhadap eksettaséfah.

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus dipleah dalam
melaksanakan tugas otonomi daerah dengan seb&ikybai seperti yang
diungkapkan oleh Kaho (1997:66-69) yaitu :

1. Manusia pelaksanaannya harus baik
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat danakaik berjalan
lancar apabila manusia pelaksananya baik. Dalansipnos manusia
sangat penting karena manusia merupakan unsur dindaiam
organisasi yang bertindak/bergerak sebagai penggeda organisasi
pemerintahan.

2. Keuangan harus cukup dan baik.
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepadhri cukup
tidaknya kemampuan dalam bidang keuangan, karen@arkpuan
keuangan ini merupakan salah satu indikator perginga mengukur
tingkat otonomi suatu daerah.

3. Peralatan harus cukup dan baik.
Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atd yang dapat
dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau atesyi
pemerintah daerah.

4. Organisasi dan Manajemennya harus cukup dan baik.
Organisasi yang dimaksud adalah struktur yaitu rsusuerdiri dari
satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuyagagsnya, dan
hubungan satu dan lainnya. Manajemen adalah proaesisia yang



menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, gehiogian yang
telah ditentukan benar-benar tercapai.

Selanjutnya Kaho (1997: 88-89) mengemukakan bahwausdaerah
disebut daerah otonom apabila memiliki atribut gebaerikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rutaabga daerah ,
urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusam giaerahkan oleh
pemerintah pusat kepada daerah.

2. Urusan rumah tangga daerah diatur dan diurus/diggégajkan atas
iinisiatif atau prakarsa dan kebijakan daerah.

3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangggeatuaersebut,
maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang &rpdari aparatur
pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakasan rumah
tangga daerahnya.

4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat meiikga
pendapatan yang cukup bagi daerah, agar membiaggilas kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tanggaahdga.
Dari keempat atribut tersebut, kemampuan aparatmepintah daerah

merupakansalah satu faktor yang menentukan apawkatu slaerah mampu
menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengamtaaikidak. Berhasil atau
tidaknya pelaksanaan otonomi daerah ini sangaaméugg pada manusia sebagai
pelaksananya atau aparatur pemerintah itu sendiri.

Sedangkan tujuan dari pemberian wewenang terhddapah otonom,
seperti diungkan oleh Maskun dalam Supriyatna (¥®6adalah meliputi :

1. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.

4. Untuk demokratisasi.

Sedangkan tujuan otonomi daerah yang dikemukaketm $yarif Hidayat
dalam Halim (2004:23) dibedakan dari dua sisi képgan yaitu kepentingan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kagant Pemerintah Pusat
tujuan utamanya adalah pendidikan poitik, latih@&pdmimpinan, menciptakan
stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasersi pemerintahan di daerah.
Sedangkan bila dilihat dari kepentingan Pemeriridanah terdapat tiga tujuan
menurut Halim (2004:23) :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai politiegiiality,
artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan hlefriembuka



kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasandaberagai
aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya gi@m otonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam erbatjkan
hak-hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengtonomi
akan meninkatkan akselerasi pembangunan sosiakisromi.

Sedangkan menurut penjelasan Undang-undang nomotal32004

bahwa tujuan pembeian otonomi daerah, berupa peatizg pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, peragg@ab kehidupan

demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemedihanubungan yang serasi
antara pemerintah pusat dan daerah serta antaahddafam rangka menjaga

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tenaga Kerja
1. Pengertian

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terdapastpahan untuk
menyebut tenaga kerja. Misalnya, ada yang menybbuih, karyawan atau
pegawai. Namun sesungguhnya dapat dipahami bahwsuchaari semua istilah
tersebut adalah sama, yaitu : orang yang bekedia peang lain dan mendapatkan
upah sebagai imbalannya.

Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003yang dimaksud tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan gunaeghasilkan
barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutubamdiri maupun untuk
masyarakat.Sedangkan pekerja atau buruh adadetiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

Pengertian lain menyebutkan bahwa TKI adalah setvapga negara
Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di hemeri dalam hubungan
kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima ufpdtdang-undang no 39
tahun 2004).

Tenaga kerja sendiri berdasarkan penempatannyodgi@n menjadi 2,
yaitu tenaga kerja di dalam negeri dan tenaga kietjzar negeri. Tenaga kerja di
luar negeri yang selanjutnya sering disebut sebbgiaaga Kerja Indonesia (TKI)

adalah setiap warga negara Indonesia yang memeyaitat untuk bekerja diluar



negeri dalam hubungan kerja untuk jangka wakteméutdengan menerima upah.
(UU No 39 Tahun 2004).

2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepadaraegesebagai akibat

dari kedudukan atau status dari seseorang . Demikiga pekerj/buruh

mempunyai hak-hak karena statusnya itu. Adapunhia&kienaga kerja yang

dirinci oleh Darwan Prinst dalam bukiukum Ketenagakerjaan Indonesia (buku

pegangan bagi pekerja untuk mempertahankan haky@kmdalah sebagai

berikut :

a. Hak mendapat upah/ggpasal 1602 KUH perdata).

b.

C.

d.

Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang laygk kemanusiaan
(pasal 3 UU no 14/1069).

Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesudatbalan
kemampuannygasal 4 UU No 14/1969)

Hak atas pembinaan keahlin kejuruan untuk meohger serta
menambah keahlian dan ketrampilan f@gisal 6 UU N014/1969).

. Hak mendapatkan perlindungan atas keselamat@seh&tan serta

perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia d@aal @gama
(pasal 9 UU No 14/1969).

Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikétaaga kerjgpasal
11 UU No 14/1969).

. Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali s¢teh mempunyai masa

kerja 12 bulan berturut-turut pada satu majikam dt@berapa majikan
dari satu organisasi majikdpasal 2 ayat 1 PP No 21/1954).

. Hak atas upah penuh selama istirahat tah(oasal 4 ayat 1 PP No

21/1954).

. Hak atas suatu pembayaran penggantian istiriainan, bila pada

saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyssa nkerja

sedikit-dikitnya enam bulan terhitung dari saab@&@hak atas istirahat
tahunan yang terakhir; yaitu dalam hal bila hubunigerja diputuskan
oleh majikan tanpa alsan-alasan mendesak yangildibeoleh buruh,

atau oleh buruh karena alasan-alasan mendesak dibegkan oleh

majikan(pasal 7 ayat 1 PP No 21/1954).

Hak mengajukan banding kepada P4P dalam waktihdri setelah
putusan P4D diterimanypasal 8 UU No 12/1948).

Sedangkan menuritndang-Undang No 13 tahun 2003hak-hak tenaga

kerja adalah sebagai berikut :



. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuag yama tanpa

diskriminasi dari pengusahgasal 6).

. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh danfatningkatan

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuaami&adtat, minat,
dan kemampuannya melalui pelatihan kegasal 11).

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatamn sama untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan peesieh

penghasilan yang layak di dalam atau di luar nefmasal 31).

. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cutipada

pekerja/buruh(pasal 79).

. Pekerja/ buruh perempuan yang dalam masa haid akarasakit dan

memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib kmekesda hari
pertama dan kedua ada waktu h§ohsal 81).

Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istisdtaia 1,5 (satu
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak l¢gan(satu
setengah) bulan sesudah melahirkan menurut pegaitundokter
kandungan atau bidafpasal 82).

. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mempenpéhindungan

atas :

-. keselamatan dan kesehatan kerja;

-. moral dan kesusilaan; dan

-. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabausia serta
nilai-nilai agama(pasal 86).

. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghagdag memenuhi

penghidupan yang layak bagi kemanusidpasal 88).

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untrkpnoleh jaminan
sosial tenaga kerj§pasal 99).

Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjaglyaa serikat
pekerja/serikat burutpasal 104).

Hak TKI menurutUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2004tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indodeisisar Negeri adalah :

a.
b.

C.

Bekerja di luar negeri.

Memperoleh informasi yang benar mengenai pasaa kesy negeri dan
prosedur penempatan TKI di luar negeri.

Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama gaaempatan di
luar negeri.

. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakenasesta

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengamaa dan
keyakinan yang dianutnya.

. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yatakibeli negara

tujuan.

Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang gang diperoleh
tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peratpenundang-
undangan di negara tujuan.



g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai derggmaturan
perundang-undangan atas tindakan yang dapat mélerdaarkatdan
martaatnya serta pelanggaran atas hak-hak yangppkten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan selama pe@mgatluar
negeri.

h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan danméean
kepulangan TKI ke tempat asal.

i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenigh setiap TKI
adalah sebagai berikut :

a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalegeri maupun
di negara tujuan.

b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai depgganjian
kerja.

c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luarenegesuai
dengan peraturan perundang-undangan; serta

d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, kelbmmaddan
kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonedianegara
tujuan.

D. Perlindungan Terhadap Hak-hak Tenaga Kerja Indoresia
1. Pengertian

Perlidungan terhadap TKI adalah segala upaya unéindungi
kepentingan calon TKI /TKI dalam mewujudkan terjanya pemenuhan hak-
haknya sesuai dengan peratuan perundang-undangéna,sébelum, selama,
maupun sesudah bekerja. (pasal 1 angka 4, UndatajggnNomor 39 Tahun
2004). Sedangkan menurut Perda Propinsi Jawa TiNwr2 tahun 2004,
perlindungan TKI adalah segala upaya yang dilakukamuk memberikan
perlindungan hak dan perlindungan hukum TKI. Pddimgan terhadap calon
TKI/TKI tersebut berasaskan keterpaduan, persarha&n demokrasi, keadilan
sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti digiasi, serta anti perdagangan

manusia.

2. Bentuk perlindungan terhadap TKiI
Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah melakpkarbinaan erhadap

segala kegiatan yang berkenaan dengan penyeleaggd@anempatan dan



Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanalgas tersebut, pemerintah
dapat melibatkan pelaksana penempatan TKI swastganisasi dan/atau
masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu daorrtéiriasi. Pembinaan yang
dilakukan oleh pemerintah meliputi kegiatan-kegiagabagai berikut :

1. Informasi;

2. Sumber daya manusia;

3. Perlindungan TKI.

Dalam memberikan perlindungan kepada TKI, upayayydilakukan oleh
pemerintah adalah meliputi :

a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulairi dpra
penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

b. Memfasilitasi penyelesaian perselisinan atau sdag&alon TKI/TKI
dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI.

c. Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dangqRem
bermasalah secara berkala sesuai dengan peratiaimdang-
undangan.

d. Melakukan kerja sama inernasional dalam rangkaingleman TKI
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UBSNahun 2004,
pasal 90).

Sedangkan menurut Perda Propinsi Jawa Timur nomtah@n 2004,
upaya memberikan perlindungan bagi TKI meliputi :

a. TKI berhak memperoleh perlindungan mulai saat pemempatan,
selama penempatan sampai dengan purna penempatan.

b. PJTI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam prograsaransi TKI
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarbgaiagu.

c. Selama TKI dalam masa penempatan (kontrak kerjdyati negeri,
PJTKI yang bersangkutan wajib mengikutsertakan p&dla Program
asuransi dan atau program perlindungan lain di naegenempatan
melalui perusahaan asuransi atau lembaga lainnyg geendapatkan
izin khusus untuk itu.

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI memiligjuan sebagai
berikut :

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerjaasgmamal dan
manusiawi.

2. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalanegeri, di
negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal dinesia.

3. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.



BAB IlI
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peamlilsuatu metode
yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang &ktit, dehingga hasil atau
data yang diperoleh benar-benar relevan denganisiorahg ada. Penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan fakta dan realitg yarjadi di lapangan yang
dikaji berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleémerintah Kabupaten
Tulungagung atau lebih khusus oleh Dinas TenaggaKeéan Transmigrasi
Kabupaten Tulungagung.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripséperti yang
diungkapkan oleh Moleong (2000:11), metode peaelitdeskriptif bertujuan
melukiskan atau menggambarkan suatu fenomena d¢alganmendeskripsikan
secara sistematis sejumlah variabel yang berkedaagan masalah penelitian
yang akan di teliti. Lebih lanjut Nazir (2005:54)enjelaskan bahwa metode
deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti statakelompok manusia, suatu
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikirau@in kelas pemikiran pada
masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikemggambarkan atau
melukiskan secara sistematis, faktual dan akuraigemai fakta-fakta, sifat-sifat,
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini aadglendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdann d&aylor, seperti dikutip
dalam Moleong (2000:4) menyatakan bahwa pendekatamenghasilkan data
kualitatif berupa kata-kata tulis maupun lisan dmeng-orang atau perilaku yang
diamati.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong, penentuan fokus suatu penelitremiliki dua tujuan,
yaitu: pertama, penetapan fokus membatasi studg yzerarti bahwa dengan
adanya fokus penetuan tempat penelitian mejadklajadi dalam hal ini, fokus

akan membatasi bidang kajian. Kedua, penetapars fedcara efektif menetapkan



kriteria untuk menyaring informasi yang mengalirsmia Adapun yang menjadi
fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan hak-hakgteRarja oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung
-. Pelaksanaan kebijakan dalam bentuk programram sebagai
upaya memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja
-. Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijgk@artindungan hak-
hak tenaga kerja.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaanijakaab
perlindungan hak-hak tenaga kerja.
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan perigah hak-hak tenaga
kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atan

Tulungagung.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitardilakukan. Dalam
penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitiggada Kabupaten Tulungagung.
Alasan pemilihan Kabupaten Tulungagung sebagai slokeenelitian adalah
didasarkan pada fakta bahwa Kabupaten Tulungagutejala salah satu
kabupaten yang setiap tahunnya mengirim tenaga kerjuar negeri terbanyak di
Jawa Timur, sehingga penelitian yang akan dilakuk@mperoleh gambaran
yang nyata tentang permasalahan yang terjadi selama di sektor
ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut TKI.

Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitialaratiempat dimana
peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnyeoloiek yang diteliti.
Secara umum penelitian situs ini didasarkan atésyg@ngan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian.

2. Mampu memberikan masukan, baik berupa orang, pmagstruktur
interaksi dan sebagainya, yang sesuai dengan katentleskripsi
mendalam.

3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam jangka wgéihg cukup lama.



Dalam penelitian ini, yang dipilih menjadi situsneétian adalah bagian-

bagian yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Trgresni Kabupaten

Tulungagung serta PJTKI yang terdaftar pada Dinanaga Kerja dan

Trnasmigrasi Kabupaten Tulungagung.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harlsvan dengan

permasalahannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) ldasifilata, yaitu data primer

dan data sekunder. Definisi keduanya adalah sebagéut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsunigsdanbernya, diamati

dan dicatat untuk pertama kali.

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakandirisen
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya oleh Bir@tiStik, majalah,
keterangan-keterangan dan publikasi lainnya.

Dari pengertian di atas, maka dalam penelitian ypageliti lakukan

sendiri menggunakan data sebagai berikut :

1.

Data primer yang diperoleh langsung dari sumberbgdéam penelitian ini
data primer diperoleh dengan wawancargetview dari informan di
lapangan dan pengamatarb$ervasi secara langsung dengan pihak-pihak
yang terkait. Adapun yang menjadi sumber data pridaéam penelitian
ini adalah :

a. Kepala Sub Dinas Bina Program.

b. Kepala Sub Dinas Penempatan, Perluasan Tenaga Kana

Pelatihan Kerja.

c. Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

d. Pihak PJTKI.
Data sekunder yang diperoleh penulis berupa doktdokomen, laporan-
laporan, paper-paper dan lain-lain.

Dokumen menurut Guba dan Lincoln sebagaimana g@ilaléh Moleong

(2000:216) adalah setiap bahan tertulis ataupun yiang dipersiapkan karena

adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen digamattalam penelitian

sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokdapen dimanfaatkan untuk



menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Aladasannya adalah antara
lain karena dokumen merupakan sumber yang stabia kdan mendorong,
dokumen juga berguna sebagai bukti untuk suatu yjamg Dokumen yang
digunakan dalam hal ini adalah dokumen yang bérssemi. Menurut Moleong
(2000:219) dokumen yang bersifat resmi ini termagnjadi dua jenis, yaitu :

a. Dokumen resmi internal berupa laporan-laporan, #egan-keputusan
pimpinan dan sebagainya yang menyajikan informergiahg keadaan,
aturan atau prosedur yang berkaitan dengan pameliang digunakan
untuk kalangan sendiri atau disusun dan diterbitkaria digunakan
oleh instansi yang bersangkutan.

b. Dokumen resmi eksternal yang berisi bahan-bahaarnvdsi yang

dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya aedissa.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cang yiigunakan peneliti
dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpdéda penelitian,
penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
1. Wawancara
Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam rgahiglata adalah
wawancara yang sifatnya terstruktur dan dilakulenasa terarah. Dengan
berpedoman pada pedoman interview yang telah aipemn.
2. Observasi
Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti juga akekan observasi,
yaitu pengamatan dan pencatatan secara langsumgdagr obyek
penelitian guna memperoleh data yang aktual.
3. Dokumentasi
Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukah peneliti dengan
cara mencatat dan memanfaatkan data yang adatdnsnyang terkait

dengan penelitian berupa dokumen-dokumen.



F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalahyang digunakan
untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam samgmecahkan masalah
dan mencapai tujuan penelitian. Menurut Ismani Ki1P91:135), instrumen
penelitian yang umum digunakan untuk suatu peaslitadalah: wawancara,
observasi dan dokumenter. Dalam penelitian inirimsén atau alat yang
digunakan adalah :

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif Eda memasukkan manusia
atau peneliti sendiri sebagal alat pengumpul datama. Hal ini
berpengaruh utama dalam proses wawancara dansadateas

2. Pedoman-pedoman wawancara, hal ini berguna untukbaiasi dan
mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yapgrldkan guna
kegiatan penelitian.

3. Perangkat penunjang yang meliputi : buku catatanalat tulis menulis
yang dapat digunakan selama berada di lapangak or@mudahkan hal-

hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokunegtulis.

G. Analisis Data

Menurut M. Nazir (2005:358) analisa adalah mengelokkan, membuat
suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat datagga mudah dibaca. Tujuan
dari analisa adalah untuk mereduksi data agar ahlgarjakan, dimanfaatkan dan
dipahami sedemikian rupa sehingga berhasil menykapwsuatu fenomena yang
dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalang ydiajukan dalam
penelitian.

Pada penelitian ini analisis data yang digunakdaladn analisa secara
kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan atamdm&ripsikan data yang
diperoleh sesuai dengan latar ilmiah yang disakapailalam bentuk apa adanya.

Sedangkan metode analisis yang digunakan adalahdenéaksonomis,
yaitu suatu metode menganalisa data secara letdh dan mendalam dengan
menetapkan batasan-batasan berupa penetapan fekeditipn dalam upaya
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yangjadne sasaran

penelitian.



Sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan BiklemndaMoleong
(2000:248), analisa data adalah upaya yang dilakukengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-mggahmenjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mekan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajar, dan mekaruapa yang dapat
diceritakan kepada orang lain. Adapun metode yamgndkan dalam analisa data
ialah:

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemberian udpk
penyederhanaan dan transformasi data mentah yadgpée di
lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempertajam, rgefangkan,
menyortir dan mengorganisasikan data.

b. Penyajian data, yaitu proses peyusunan informasy y\@mpleks ke
dalam bentuk yang sistematis dan memberi kemungkeanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusaniuBepaling
umum yang digunakan berupa teks uraian.

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan akhiri dieegiatan
analisis berupa penarikan kesimpulan dengan car@nfae ulang

data-data yang diperoleh di lapangan agar dateltersalid.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung
1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tulungagung terletak 154 Km kearah bdaga dari kota
Surabaya. Secarageografis kabupaten Tulungagulegaterantara 1110 43' s/d
1120 07' Bujur Timur dan 70 51' s/d 080 18' LintaBelatan. Luas wilayah
Kabupaten Tulungagung adalah sebesar 1.150,41 kngad rata-rata ketinggian
dari permukaan laut kurang dari 500 m. Namun adertagpa desa di Kecamatan
Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang ketinggiamigtas 500 m. Di
Kabupaten Tulungagung ada 4 kecamatan yang luadiayas 100 km2 yaitu

Kecamatan Tanggunggunung, Kalidawir, PagerwojoSkamdang.

1.2.Kondisi Pemerintahan

Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamataid, desa, 14
kelurahan, 1830 RW dan 6239 RT. Kecamatan yang meyap jumlah desa
terbanyak adalah kecamatan Gondang yaitu sebaryale®a, sedangkan yang
mgempunyai jumlah desa paling sedikit adalah Ketam&anggunggunung
yaitu sebanyak 7 desa.

Batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah :

a. sebelah utaraberbatasan dengan Kabupaten Kediri,

b. sebelah timurberbatasan dengan Kabupaten Blitar,

c. sebelah selatarberbatasan dengan Samudra Indonesia, dan

d

. sebelah baratdengan Kabupaten Trenggalek.

1.3.Kependudukan

Penduduk Tulungagung menurut Registrasi tahun 2@@&hgalami
kenaikan sebesar 0.52 persen dibanding akhir taB08, yaitu dari 984.730 jiwa
menjadi 989.856 jiwa. yang terbagi atas laki-laRl 4691 jiwa dan perempuan
498.165 jiwa, dengan tigkat kepadatan pendudukreaa860 jiwa/krh Memang

belum terjadi pemerataan penduduk, hal ini bisihatiladanya kesenjangan



tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Dsssitada tingkat kepadatan di
atas 6000 jiwa/kfmdan disisi lain ada yang kurang dari 500 jiwalkm

Tabel 1
JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2004
KECAMATAN JUMLAH RUMAH JUMLAH
DESA TANGGA PENDUDUK
Besuki 10 9.590 34.452
Bandung 18 13.624 47.026
Pakel 19 14.281 50.004
Campurdarat 9 13.227 51.157
Tanggunggunung 7 7.675 23.969
Kalidawir 17 16.844 67.318
Pucanglaban 9 7.377 23.923
Rejotangan 16 17.980 70.893
Ngunut 18 18.809 74.059
Sumbergempol 17 18.111 62.563
Boyolangu 17 19.045 73.196
Tulungagung 14 15.943 65.730
Kedungwaru 19 16.876 79.810
Ngantru 13 11.338 49.307
Karangrejo 13 10.565 38.378
Kauman 13 14.063 50.078
Gondang 20 16.143 54.733
Pagerwojo 11 8.512 29.736
Sendang 11 13.557 53.524

Sumber : www.tulungagung.go.id



1.4. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Tulungagung dagdtadlidari tingkat
pendapatan perkapita penduduknya yang setiap talemonjukkan peningkatan.
Pada tahun 2001 pendapatan perkapita Kabupatemgadung sebesar Rp.
2.975.085,17 dan pada tahun 2002 meningkat meRjpdi3.338.054,56. Sektor
yang berperan besar dalam perekonomian Tulungagdalah sektor pertanian,
perikanan, industri dan hotel/restoran.

Di sektor pertanian tanaman padi masih menjadinguigunggung.
Produksi padi per tahun mencapai 230.000. ton ldas lahan panen sekitar
40.000. hektar. Tanaman kelapa dan palawija jugajade andalan penduduk
terutama di daerah tandus karena tidak bergantadg@ gistem pengairan. Di
wilayah bagian selatan yang berbatasan langsungadeisamudera Hindia
merupakan daerah yang menguntungkan bagi sektowigaia dan perikanan
laut. Hasil tangkapan ikan laut mencapai 1.499:940, pada tahun 2001 dengan
nilai produksi mencapai Rp. 7.059.882.020,- Sepamrikanan laut, saat ini yang
sedang menjadi primadona adalah budidaya ikan hias.

Bidang usaha terkenal di Kabupaten Tulungagungahdabustri marmer
yang memberikan sumbangan terhadap nilai eksporcdaderung mengalami
kenaikan setiap tahun. Bidang indutri ini berkengbd@rena didukung oleh
geografi Tulungagung yang didominasi oleh struktantuan beraneka ragam
yang menjadikan Tulungagung kaya akan potensi bghéan golongan C. Di
sepanjang jalan menuju objek wisata Pantai Popdapat sekitar 150 unit usaha
marmer dengan produksi mencapai 2.250 ton dan memyenaga kerja kurang
lebih 1000 orang. Dari dua perusahaan yang terddiftBinas Perindustrian dan
Perdagangan Tulungagung, tercatat nilai eksporaga pahun 2001 sebesar Rp.
2,37 milyar. Dengan berbagai subsektor usaha y@m®mtbangkan, nilai ekspor
Kabupaten Tulungagung tahun 2001 mengalami kenaskd®esar 10,31 persen
dibandingkan tahun 2000. Produk unggulan Tulungggrang lain adalah batu
marmer-onix, terdapat didaerah Kecamatan BesukiGimpurdarat. Produk ini
sudah merambah ke pasar manca negara sehinggaajasgbagai produk yang
mampu menambah PAD.



Prospek pasar kerja yang tersedia lainnya adalaidastig konvensi
dengan bahan baku tekstil yang tersebar di daesddordoro, Kauman dan
sekitarnya. Untuk industri konvensi dan garmenjkstegya terdapat 300 industri
rumahan (home industry) di kelurahan Botoran. Rata-setiap industri mampu
menyerap 50 hingga 100 tenaga kerja dengan upal3p000,- per minggu,
namun ketertarikan untuk mengadu nasib di negamgiebih besar, sehingga
baru sekitar 50 % hingga 70 % tenaga kerja yancatdégrcukupi. Hal ini
berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi permirgasar luar negeri
yang hanya dapat tercapai sebanyak 60 persen, betarasuk untuk pemenuhan
pasar domestik.

Melihat perkembangan industri di Tulungagung sepandapatan
perkapita penduduknya, dapat dikatakan bahwa kiopdiekonomian kabupaten
ini cukup baik. Tersedia cukup lapangan pekerjagokupara pencari kerja. Jika
dikaitkan dengan terdapatnya migran pekerja ke megeri dari daerah ini maka
dapat disimpulkan bahwa faktor kurangnya lapangekerpaan di daerah asal
bukan merupakan alasan utama yang mendorong merelk pergi bekerja ke

luar negeri.

1.5. Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama dalam pembangekanomi di
Kabupaten Tulungagung, mengingat Kabupaten Tulungggnerupakan daerah
agraris. Selain kontribusinya dalam Produk DomeR#lgional Bruto ( PDRB ),
peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekosemmgat luas, diantaranya
sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesargaelpenghasil makanan
penduduk dan sebagai penentu stabilitas harga.dbemgmperhatikan potensi,
peluang, prospek pengembangan dan teknologi yargedia serta untuk
memenuhi berbagai permintaan masyarakat, maka asasBembangunan

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tulungagurahadal

1. Tercapainya sasaran produksi pangan padi, jagdag kedelai guna

mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan nasiona



. Mantapnya dan meningkatnya produksi panganrs@adi, jagung dan

kedelai untuk mantapnya keamanan pangan dan culupgyi
masyarakat.
Meningkatnya produksi yang berdaya guna tinggiuki tercukupinya

pasar domestik dan eksport.

. Meluasnya lapangan kerja dengan produktivitaggii dan kesempatan

berusaha produktif.

. Meningkatnya kemandirian petani melalui pembgada kelembagaan

tanaman dan holtikultura.

. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani mnelpkeningkatan

produksi, produktivitas, mutu dan hasil nilai tarfnba

. Tersedianya bahan baku tanaman pangan dan uiioitk untuk

mendukung industri pengolahan.

. Berkembangnya usaha — usaha yang ramah lingkung

Strategi peningkatan produksi pangan di Kabupataruriagung

ditempuh melalui :

1.

Pengembangan sarana dan prasarana seperti, it@fasguna air, jalan
usaha tani, dan lain — lain.

Peningkatan produktivitas.

3. Perluasan Areal Tanam ( PAT ).

Pengamanan produksi untuk mengatasi gangguans&®a anomali iklim
dan penanganan kehilangan hasil akibat penangaeaenpdan pasca

panen yang tidak tepat.

5. Pengolahan dan pemasaran hasil.

. Penguatan Kelembagaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian tanamgarpamuncul

beberapa masalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kapasitas lahan akibat lahan — |lplkamanian semakin

marjinal.

2. Terjadinya alih lahan pertanian ke komoditas.

3. Adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke pertanian.



4. Tingkat ketersediaan air yang tidak merata.
5. Relatif masih rendah SDM manusia di bidanggresn.

6. Terbatasnya modal pertanian biaya produksi.

1.6. Sektor Peternakan

Kebijaksanaan pembangunan peternakan di Kabupatdongagung
diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksnak, meningkatkan
kesehatan ternak dan meningkatkan pengolahan pasem produk hasil ternak
yang mampu memantapkan ketahanan pangan dan ggamenengembangkan
atau menggunakan secara optimal potensi wilayahinmas masing sesuai
komoditas yang tersedia. Topografi Kabupaten Twgogg serta wilayahnya
memungkinkan kelangsungan usaha peternakan. Kaadsh dan agroklimat di
wilayah pegunungan (Sendang, Pagerwojo, Rejotangampat mendukung
pertumbuhan berbagai jenis rumput, sehingga cocuklkupemeliharaan sapi
potong, sapi perah, dan kambing / domba. Sedangiagah kapur di bagian
selatan Kabupaten Tulungagung, para petani mengdtendala kekeringan
dalam budidaya rumput unggul. Oleh karena itu permgagan peternakan di
wilayah kapur harus memperhitungkan alternativenaédgi pakan yang tidak
tergantung pada hijauan. Pemahaman masyarakateséharterhadap budidaya
peternakan ruminansia (sapi, domba / kambing) seldikaitkan dengan
keharusan penyediaan pakan hijauan. Atas dasampaiayang demikian, maka
pengembangan peternakan terhambat hanya karena afasantnya,
ketergantungannya terhadap pakan hijauan. Tekngbagian alternatif yang
sekarang berkembang yakni dengan ‘Complete Feeda(pdengan kandungan
gizi lengkap), maka ketergantungan ternak terhagakan hijauan mampu
teratasi. Pelaksanaan pembangunan peternakan dup&@n Tulungagung
merupakan tindak lanjut dari hasil pembangunanrpakan yang dilaksanakan
tahun — tahun sebelumnya, hal ini untuk mencapg@iatu pembangunan
peternakan di Tulungagung, yaitu : Meningkatkandagatan dan pemerataan
kesempatan kerja / berusaha melalui peningkatadugsd ternak dan hasil
ternaknya. Meningkatkan jumlah dan produktivitasha®& dan usaha untuk

mempertahankan kelestarian dan kemurnian ternak setara selekitif.



Meningkatkan populasi ternak dan hasil ternak umtekiuju swasembada protein
hewani. Mengembangkan daya dukung wilayah secgpade dengan sub sector
lain khususnya dalm meningkatkan jumlah dan mujaubih makanan ternak
serta memperbaiki Sumber Daya Alam dan Lingkungaiupd Mendorong peran

serta dan swadaya masyarakat melalui kelompokraenenuju usah koperasi
dan peran serta dalam pembangunan sub sector getarnJntuk mewujudkan

hal tersebut di atas maka pengembangan dan perteamfliau pengetahuan dan
teknologi perlu diintensifkan antara lain untuk nmgkatkan jumlah populasi dan
mutu ternak, mutu daging, telur, susu dan hasiktefainnya yang didukung oleh
penyediaan pakan, pemeliharaan veterinary dispet@nodalan, penyuluhan dan

penyediaan sarana dan prasarana usah peternakan.

2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrai Kabupaten

Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagangr 14 Tahun
2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisaas Oianaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, tugas dan fubigeis Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagiuib :

1. Tugas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugekksanakan

otonomi daerah dibidang tenaga kerja dan transsiigra

2. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja tcensmigrasi
kabupaten
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan urdilndang
tenaga kerja dan transmigrasi.
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinascdbaang dinas
dibidang tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten.

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.



Sedangkan yang menjadi Visi dan Misi dari Dinas agen Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagiuib :

1.Visi

2.Misi

Terwujudnya sumber daya manusia yang mempunya k¢oja yang

produktif, terampil, disiplin, profesional serta mméki kemampuan

memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmuefadngn dan

teknologi (IPTEK) yang berkualitas demi terciptank&sejahteraan

masyarakat melalui pembangunan “Dihatiku Ingandgyaiy berwawasan

lingkungan.

Dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan,anizikas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung mekataMisi sebagai
berikut :

a.

Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselarggya

manajemen kedinasan yang baik.

Meningkatkan pemerataan kesempatan kerja.
Menciptakan ketenangan kerja dan kelangsungan ddeaus
Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas peker;j

Terwujudnya perlindungan tenaga kerja melalui pgkatan

pengawasan norma kerja, Jamsostek serta penangelaaggaran K3.

Mendorong terwujudnya masyarakat yang bertagwaarsadkum,

aman dan sejahtera.

2.1.Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :



Merumuskan program dibidang ketenagakerjaan dararshigrasian
sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Dinas Tenagga Kaan

Transmigrasi.

Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya deogen memantau
agar penyelesaian tugas tepat waktu.

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawd#ngan cara
memberi petunjuk dan motivasi agar diperoleh heeija yang optimal

dan disiplin kerja yang tinggi.

. Mengkaji naskah dinas masuk dan menentukan pokakalata dalam

lembar disposisi sebagai bahan masukan bawahak timdak lanjutnya.
Memberi arahan dan petunjuk teknis dibidang ketekegaan dan
ketransmigrasian sebagai bahan penyusunan maieipimean.

Meneliti, menyempurnakan dan menandatangani komsegkah dinas

keluar.

. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatansDieaaga Kerja dan

Transmigrasi, baik lintas program maupun sektoral.

. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga Deteega Kerja dan

Transmigrasi  meliputi  administrasi  keuangan, kepegan,

perlengkapan, surat menyurat dan informasi dibidketgnagakerjaan
dan ketransmigrasian.

Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka pembinaaraj@men
dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap gaelakn kegiatan
rutin - maupun pembangunan dibidang ketenagakerjadan

ketransmigrasian sesuai dengan program-programtgtatgditetapkan.

. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksahsgas Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan lyahaku.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olgbeB.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinagppmgyai fungsi :



a. Pelaksanaan urusan, kepegawaian, keuangan, pepargkhukum dan
hubungan masyarakat, tata usaha serta tangga Deregya Kerja dan
Transmigrasi.

b. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan remzangrogram
dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian kebnop

c. Perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan g@almbangunan
dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian lebnp

d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan seviuasi

pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan daankatrgrasian.

2.2.Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat @da usaha
kearsipan.

b. Mengurus administrasi perjalanan Dinas, tugas-tuggsotokolan dan
kehumasan.

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantan d
penyelenggaraan rapat Dinas.

d. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana datakarkelancaran
pelaksanaan tugas.

e. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi kantor.

f. Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap inveasaikantor.

g. Menghimpun datan dan menyiapkan bahan dalam rapgkgusunan
anggaran keuangan.

h. Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaarpembayaran
gaji pegawai.

i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang rigigogumpulan
data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawandéesi pegawai.

J- Menyiapkan perencanaan dan formasi pegawai.

k. Mengelolan administrasi tentang kedudukan, hak kewajiban serta

kesejahteraan pegawai.



[. Menyususun laporan pertanggungjawaban atas pekksainigas sesuai
bidangnya.

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kkgbala Dinas.
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Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Bagian TataaUgaia memiliki

fungsi sebagai berikut :

. Pengelolaan administrasi kepegawaian.

a
b. Pengelolaan administrasi keuangan.

o

Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurdtegasipan.

d. Pengelolaan administrasi perlengkapan perkantodam mengurus
pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala @agiang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadalaK&paas. Bagian

Tata Usaha juga membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan,
b. Sub Bagian Keuangan,
c. Sub Bagian Kepegawaian.

Dan masing-masing Sub Bagian tersebut dipimpin ekdrang Kepala Sub
Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertangguaiy kepada Kepala

Dinas.

2.3.Sub Dinas Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas sebaguberi

a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan dan ipéaggan sistem

pengolahan data Dinas.

(o

. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pemobang dan
pengembangan Dinas.
c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhad&@ksanaan

program berdasarkan rencana program.

o

. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian baik tekmsupun

administratif terhadap pelaksanaan program.

)

. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan progganrmeémpersiapkan

dokumen administrasinya.



f. Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan rendamaprogram
Dinas.

g. Melakukan analisa, evaluasi pelaksanaan rencana Qdeygram
pembangunan serta pengembangan Dinas.

h. Menyiapkan bahan rekomendasi dan saran pertimbaagada pimpinan
dalam pengembangan dan pengendalian Dinas.

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanggms sesuai
bidangnya.

J. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaia Dinas.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub [ChBie& Program juga

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka permugrogram
Dinas.

b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencamaatgam Dinas.

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaangonoDinas.

d. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan ke@atas.

Sub Dinas Bina Program ini dipimpin oleh seorangdda Sub Dinas yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kéfegmea Dinas. Sub
Dinas Bina Program membawahi 3 seksi yaitu :

a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program,
b. Seksi Data dan Informasi,
c. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksgydgalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas.

2.4.Sub Dinas Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Réhan Kerja
Sub Dinas Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja diiih®e Kerja

mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pendaftaran pencari kerja.
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. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaksapenempatan

tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerjanfar Daerah
(AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).

Melakukan bimbingan/pembinaan ijin kerja tenagajskeasing baik
domestik maupun pendatang.

Melakukan bimbingan terhadap TKPMP/TKMT.

Melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pmatam tenaga
kerja pemuda, wanita, penyandang cacat usia lanjut.

Melakukan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan peatem tenaga
kerja pemerintah.

Melakukan pembinaan dan bimbingan bursa kerja miblga pelatihan

kerja dan lembaga pendidikan formal.

. Mengadakan pembatasan penggunaan tenaga kerjgasidgtang.

Mengumpulkan data lowongan kerja.
Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan jabatan kepadcari kerja,

siswa sekolah dan masyarakat serta melakukansajaiztan.

. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga pelayaeamempatan

swasta.

Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan usaha mandiri

.Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan terapan Teginbepat Guna.

Melaksanakan program Perluasan Kerja Sistim Padatak(PKSPK).

Menyebarluaskan data dan informasi ketenagakerjaan.

Melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja penyarwdenag dan usia
lanjut.

Melaksanakan bimbingan perijinan dan pengawasamadep kegiatan
PJTKI/ Perwakilan Daerah PJTKI.

Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Wktinsms-kursus
yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, penatridan perusahaan.

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terhadapusehg kecil dan

menengah dalam rangka meningkatkan produktivitzegie kerja.



t. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan yang dilakukaleh lembaga
latihan pemerintah/swasta baik secara institusiomaupun Mobile
Training Unit.

u. Melaksanakan pendaftaran peserta latihan, seletta gpelaksanaan
latihan kerja.

v. Melaksanakan uji keterampilan kerja sesuai dengarmdart.

w. Memasarkan dan menyalurkan hasil lulusan lembaiifaaia pemerintah
ke perusahaan maupun organisasi yang membutuhkan.

x. Menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan prodidg yang
mencakup jumlah, kualifikasi, lokasi dan fasiliyesg dimiliki.

y. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sertifilasaga kerja.

z. Menyiapkan standarisasi dan melaksanakan testfikaali dan perijinan
lembaga latihan.

aaMengatur pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutidtihan.

bb. Melaksanakan pemagangan baik di dalam negeri makgiuar negeri.

cc.Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksangms sesuai
bidangnya.

dd. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaka Dinas.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, CBuéis Penempatan,
Perluasan Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja mempuuyasi sebagai
berikut :

a. Pendaftaran, pendataan, pencatatan pencari kerfa, engumpulan data
lowongan kerja.

b. Pembinaan, penyuluhan dan penempatan tenaga ketgumprogram
AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Darah), AKAN
(Antar Kerja Antar Negara).

c. Pembinaan dan perijinan tenaga kerja asing.

d. Penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi p&sg dan bursa
kerja.

e. Pembinaan terhadap tenaga kerja penyandang cacat.



f. Pembinaan, bimbingan dan penyuluhan serta angllsgan pada instansi
pemerintah, BUMD maupun di perusahaan swasta.

g. Penyelenggaraan bimbingan terhadap Tenaga Kerjauddenviandiri
Profesional (TKPMP) dan Tenaga Kerja Muda Terd{d@KMT).

h. Penyelenggaraan perijinan lembaga latihan dan terga khusus.

i. Penyelenggaraan pembinaan instruktur latihan kstgmdarisasi program
latihan, sertifikasi latihan, akreditasi lembagatihian, dan uji
keterampilan.

. Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

k. Pengurusan pemagangan tenaga kerja di luar dandgari.

|. Pendataan dan penyelenggaraan wajib latih tenag@a kerusahaan
(WLTKP).

m. Penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi dan monifmelathan kerja.

Sub Dinas Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja d&ih&e Kerja

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalataksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sub DinasmRgatan, Perluasan

Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja membawahi 3 sgiiy :

a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.

b. Seksi Perluasan Tenaga Kerja.

c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Masing-masing seksi tesebut dipimpin oleh seoraegaka Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada&®phlDinas.

2.5. Sub Dinas Hubungan Industrial

Sub Dinas Hubungan Industrial mempunyai tugaagatberikut :

a. Memberikan pembinaan dan bimbingan persyaratara ldrperusahaan
swasta, BUMN dan BUMD.

b. Bimbingan pelaksanaan penyelesaian perselisihanngaim industrial dan
pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Peraturand@egan yang
berlaku.

c. Memberikan  bimbingan dan menangani perelisihan hgao

ketenagakerjaan dan Pemutusan Hubungan Kerja (Pt¢#glui pegawai



perantara antara pengusaha dan karyawan denganelesaikannya
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

. Menciptakan ketenangan berusaha, agar tercapairkehsan hubungan
ketenagakerjaan di perusahaan.

. Menyusun petunjuk teknis penelitian kebutuhan hideipimum, harga
bahan pokok dan indek harga konsumen.

. Menyelesaikan unjuk rasa/pemogokan yang terjapledisahaan.

. Melakukan inventarisasi dan pendataan perselisinduastrial dan PHK
yang terjadi di perusahaan yang telah dan beluelegigikan oleh pegawai
perantara maupun Panitia Penyelesaian PerseliBigdduruhan Daerah.

. Menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industda PHK yang
berasal dari pengaduan masyarakat.

i. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerjgpdagusaha dengan
semua perangkat horizontal dan vertikal mulai damgkat Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) sampai tingkat unit kerjaugehaan.

]. Melakukan pembinaan terhadap pekerja tentang paaksi pemungutan
iuran check off system.

. Melaksanakan dan melaporkan pendidikan hubungarsindl.

. Melaksanakan pembinaan dan pembentukan lembagadarja Bipartite
dan Tripartite.

.Melaksanakan pembinaan terhadap pembentukan daakspabhan
Peraturan Perusahaan (PP), Kesepakatan Kerja Bers@kB),
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) di perusatha

. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkadrdalangka pembinaan
hubungan industrial.

. Melaksanakan pendidikan hubungan industrial danakgh berencana di

perusahaan.

p. Menyususun petunjuk teknis pembinaan hubungan indls

g. Menyelenggarakan  bimbingan dan pembinaan serta uasial

perkembangan sosial tenaga kerja dan bimbinganaugamingkatan

jumlah sosial karyawan.
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Menyelenggarakan pembinaan sarana keserasian dmbukerja agar

dapat diperoleh kesejahteraan pekerja dan kemapraisahaan.

S. Mengusulkan perbaikan upah minimum bagi karyawan.

t. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam usamngkatkan
kesejahteraan tenaga kerja.

u. Melaksanakan pendidikan tenaga kerja di perusahd@am usaha
meningkatkan kesejahteraannya.

v. Menggalakkan dan mengembangkan KB diperusahaark patkerja dan
pengusaha menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dajah&ra
(NKKBS).

w. Melaksanakan pembinaan pembentukan koperasi kanydiwserusahaan.

X. Melaksanakan pembinaan pengupahan dan kesejahperiaara.

y. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksangms sesuai

bidangnya.

z. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olepaa Dinas.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub Biasngan Industrial juga
memiliki fungsi meliputi :

a. Pembinaan/bimbingan terhadap organisasi pekergn@asi pengusaha,
organisasi tani dan nelayan tenaga kerja sektarrvdl, syarat-syarat
kerja perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja.

b. Pembinaan/bimbingan penyelenggaraan PP (Peraterasdhaan), KKB
(Kesepakatan Kerja Bersama), KKWT ( KesepakatanjaK&Waktu
Tertentu) dan KKP (kesepakatan Kerja Perorangapgwisahaan.

c. Penyelenggaraan  pemerantaraan/arbitrase  perselisinaubungan
ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha Rdia(Pemutusan
Hubungan Kerja).

d. Pengusulan dan perbaikan UMR (Upah Minimum Regjonal

e. Penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan penyelespemselisihan
hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerguasedengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



f. Pelaksanaan fasilitasi upaya peningkatan kesegarerenaga Kerja di
Perusahaan.

Sub Dinas Hubungan Industrial dipimpin oleh seor#&®pala Sub Dinas

yang dalam melaksanakan tugasnya ertanggungjawsdn&eKepala Dinas.

Sub Dinas Hubungan Industrial membawahi 3 sek#i) ya

1. Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan tnedus

2. Seksi Hubungan Industrial.

3. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja.

Masing-masing Seksi tersebut, dipimpin oleh seorKegala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab ké&ggdda Sub Dinas.

2.6. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyaigabagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis noerma khusus tenaga
kerja wanita dan anak.

b. Melakukan penelitian terhadap persyaratan pembgmapenyimpangan
waktu kerja dan permohonan ijin kerja malam badiguja wanita.

c. Melaksanakan pengawasan tentang syarat-syarat lagatenaga kerja
wanita dan anak sesuai norma kerja yang berlaku.

d. Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap sghe@n-
perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wamék dan orang
muda sesuai ketentuan perundang-undangan yanguerla

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan nornaaté&eaga kerja
asing dan norma perlindungan Tenaga Kerja Indor{é&i.

f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perdtetamagakerjaan
di perusahaan-perusahaan.

g. Melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggarperaturan
perundang-undangan ketenagakerjaan.

h. Menyiapkan bahan pelanggaran norma kerja di peaasahserta

mengevaluasi data laporan pelanggaran.



Menyelenggarakan teknik pengawasan yang mencakupyusen,
menghimpun, mencatat memberi nomor surat, meneridan
menyerahkan surat yang berhubungan dengan pengawasa
Mengumpulkan dan mengolah data ketenagakerjaan.

. Melakukan penelitian terhadap permohonan ijin pEmaan dan
pengesahan pemakaian pesawat uap bejana tekan.

Melaksanakan pengawasan keselamatan kerja mekanigy gnencakup
pemeriksaan, membuat konsep surat, membuat laparamelaksanakan
pembinaan masalah keselamatan kerja mekanik.

.Melaksanakan pengawasan keselamatan kerja listaikg ymencakup
pemeriksaan, memeriksa hasil laporan, menyiapkarseqo surat serta
melaksanakan pembinaan masalah keselamatan lerija li

. Melaksanakan pengawasan keselamatan kerja kebadarakonstruksi

bangunan yang mencakup perusahaan, menyiapkan pkossgat,

melaksanakan pembinaan tentang masalah kebakarankatestruksi
bangunan.

. Melaksanakan pengawasan kesehatan kerja yang ngnca&meriksa

hasil laporan, melaksanakan pemeriksaan di perasah@enyiapkan

konsep-konsep surat, melaksanakan pembinaan tekgarbatan kerja.

. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kesehagga Ki

perusahaan.

. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta psa@rtikerhadap

pemakaian alat pelindung diri bagi pekerja.

. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap apaars yang

memproduksi atau menggunakan bahan berbahaya.

. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadgksgean

pengujian kesehatan tenaga kerja dan lingkungaa. ker



Z.

Menyelenggarakan administrasi teknik pengawasang yamencakup
menyusun, menghimpun, mencatat, memberi nomor, sueaterima dan

menyerahkan surat yang berhubungan dengan pengawasa

. Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadagrda kecelakaan

kerja pada perusahaan.
Melakukan koordinasi dengan PT. Jamsostek tentalakganaan jaminan
sosial tenaga kerja di perusahaan serta mengevapelaksanaan

Jamsostek di perusahaan.

. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadagalpaan yang

belum mengikuti program Jamsostek.

Mengumpulkan dan mengolah data pengawasan ketesrgapk sesuai
dengan petunjuk teknis untuk bahan laporan atauagsebbahan
pertimbangan untuk mengambil tindakan atau seb&gdian untuk

menyusun rencana kegiatan.

. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksangms sesuai

bidangnya.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleppalka Dinas.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub DiR&mgawasan

Ketenagakerjaan juga mempunyai fungsi sebagaiugerik

a. Pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaampagyasional yang

O

(¢

o

D

dilakukan pegawai pengawas, dalam rangka kegiatamepksaan
pertama, berkala dan kunjungan khusus di perusahaan

Pengaturan berkas-berkas kecelakaan kerja berdasafdaporan
pengusaha, masyarakat dan karyawan.

Penelitian terhadap persyaratan pemberian ijin ipgsgngan waktu kerja,
kerja malam bagi pekerja wanita dan ijin lembur.

Penelitian terhadap permohonan ijin perusahaan g@angesahan
pemakaian pesawat uap, bejana tekan pesawat aigkatasi listrik dan
mesin produksi.

Pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerj



2.7.

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpinsglerang Kepala Sub
Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertangoualgjkepada Kepala
Dinas. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mernba8vaseksi,

meliputi:

1. Seksi Norma Kerja

2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Masing-masing seksi tersebut dipimpin oleh seor&megala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab &ep&eépala Sub
Dinas.

Sub Dinas Mobilitas Penduduk
Sub Dinas Mobilitas Penduduk memiliki tugas sebagaikut :

a. Melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan pemgedicalon lokasi
pemukiman beserta fasilitasnya

Menyusun bahan informasi tentang penyiapan dalité&gspemukiman.
Melakukan pendataan animo calon transmigrasi.

Melakukan pembinaan dan penyuluhan.

® 20 o

Menyiapkan, menyediakan dan pemeliharaan bahana sedrana

penyuluhan.

—h

Melaksanakan pendataan calon transmigran dan pgsigun

Melaksanakan pendaftaran calon transmigrasi.

= =

Melaksanakan seleksi administrasi, fisik dan merdddn transmigran.

Melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi prbekalan calon

transmigran.

J. Melaksanakan penyusunan daftar nominatif calorstrégran.

k. Melaksanakan pendataan calon transmigran dan baemgan yang akan
diangkut.

I. Melakukan pengurusan pengangkutan transmigran aamgy bawaannya.

m. Melaksanakan kesiapan sarana angkutan.

n. Melaksanakan pengurusan pelayanan transmigran &elad

penampungan.



0. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksatnagms sesuai
bidangnya.

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaias.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sub DMwslitas Penduduk

mempunyai fungsi :

a. Penyiapan penyediaan lokasi pemukiman serta sadana prasarana
pendukungnya.

b. Pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pengaratepesgyuluhan.

c. Pelaksanaan pengurusan pendaftaran dan seleksi tcaftsmigran serta
pendataan pengungsi.

d. Pelaksanaan pelayanan perpindahan penduduk.

Sub Dinas Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seor&epala Sub Dinas

yang dalam melaksanakan nm tugasnya bertanggurap jkepada Kepala

Dinas. Sub Dinas Mobilitas Penduduk membawahi 3isghitu :

Seksi Penyiapan dan Pengarahan.
Seksi Pedaftaran dan Seleksi.

3. Seksi Pemindahan.

Setiap Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kep#dksi yang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepaddak®pla Dinas.

2.8.Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Susunan organisasi Cabang Dinas tersebut, teediri d
a. Kepala Cabang Dinas.
b. Petugas Administrasi.
c. Petugas Pelaksana.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

b. Petugas Administrasi.

o

Petugas Operasional.

o

. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.9.Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksa sebagian
tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliakedariuhan. Kelompok ini
terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatiangsional yang terbagi
sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordielt @enaga Fungsional Senior.
Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkast sibn beban kerja.
Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukanaisefengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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3. Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung

Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) hirsg@t ini masih
merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaamatirasi publik. Berbagai
tuntutan yang dilakukan kepemerintahan yang baiklaéd sejalan dengan
meningkatnya tingkat kesadaran dan pengetahuanamssy, disamping juga
masih adanya pengaruh globalisasi pola-pola lamanygbenggaraan
kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan telah dilaksanakannya otonomi déeemsiuai UU No. 32
tahun 2004), maka kemampuan peran daerah untuk elegia dan mandiri sangat
dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasaga&blnstansi Pemerintah
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidarigndgakerjaan dan
ketransmigrasian di Kabupaten Tulungagung dalanaksahakan tugasnya perlu
dilaksanakan secara menyeluruh, terencana, terpaduah serta berkelanjutan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempuniajas
melaksanakan otonomi daerah dibidang tenaga kanjdrdnsmigrasi, diharapkan
mampu membuat dan melaksanakan kebijakan yang mamgngakomodasi
semua kepentingan yang ada pada masyarakat kabupdtengagung, termasuk
didalamnya adalah pemerintah maupun pihak-pihakg ylagrpengaruh dalam
proses sebuah kebijakan publik di kabupaten Tulgwmgg khususnya dalam
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Mengingat fakta bahwa kabupaten Tulungagung mempaalah satu
daerah yang paling banyak mengirimkan tenaga Kegjauar negeri, maka
sangatlah pantas apabila kebijakan di bidang kgtksajaan tersebut benar-benar
dijadikan perhatian utama oleh pemerintah kabupa&aku pelaksana otonomi
daerah dimana kabupaten Tulungagung haruslah mampis mensejahterakan
masyarakatnya, dan termasuk mampu melindungi menekeka yang menjadi
tenaga kerja di luar negeri (TKI).

Perspektif kebijakan dalam migrasi internasiongéhemenjadi wacana

yang penting dewasa ini seiring dengan semakin mg&ainya globalisme dan



kepentingan ekonomi politik antar negara. Dipekaraakan terjadi suatu kondisi
yang dinamakan globalization of migration, suatundisi dimana kebijakan di
bidang migrasi internasional akan menjadi isu stjiatbagi setiap negara sejalan
dengan peningkatan arus dan volume tenaga ket limegara. Jadi, kemunculan
migrasi tenaga kerja, termasuk migrasi ilegal sebgra merupakan konsekuensi
logis dari adanya kondisi tersebut. Migrasi ilegarupakan dampak samping
dari adanya globalisasi migrasi, dan tidak sematarmuncul atas dasar asumsi
adanya black market atau supply-demand, tetapi pedierintah melalui setiap
kebijakannya juga merupakan faktor yang tidak bdiabaikan. Migrasi
Internasional telah menjadi masalah dan kepentimmydotic (public interest) di
Indonesia seiring dengan semakin besarnya magnipelenasalahan yang
ditimbulkanya. Dimensi persoalan migrasi internaalaidak hanya menyangkut
aspek ekonomi berupa devisa, melainkan juga pauek gmlitik, sosial, kultural
dan psykologis. Aspek politik misalnya sangat beakadengan kebijakan politik
suatu negara dalam penanganan migran seperti kabijgemerintah Malaysia
yang melakukan deportasi terhadap para pekerjg gslal Indonesia. Kebijakan
ini sangat sensitive secara politik karena menyangkibungan bilateral kedua
pemerintah bahkan dapat menyulut sentimen nassoneldan harga diri sebagai

suatu bangsa. (www. Nakertrans.go.id).

Terkait dengan masalah kebijakan bidang tenaga,kkhususnya pada
Kabupaten Tulungagung yang dilakukan oleh Dinas agan Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, sesuai dengamelitian yang dilakukan
oleh penulis, maka diketahui bahwa di Kabupaterufigsgung belum memiliki
sebuah Peraturan Daerah yang mengatur khusus dep&hndungan hak-hak
TKI. Yang menjadi acuan dalam memberikan pelayadan perlindungan
terhadap hak-hak TKI adalah tetap pada UU No. 38uiia2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indordésiauar Negeri dan
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 2 tahurd 2@dtang Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indokediaar Negeri. Kenyataan
ini diperkuat oleh hasil interview peneliti kepadéepala Sub Dinas Bina
Program, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KaleapBulungangung, Bapak

Suwignyo :



" Kebijakan yang berbentuk perda kok kebetulanumghgung itu belum

ada, jadi selama ini yang Dinas laksanakan itu gagikuti peraturan dari
atas yang menggunakan undang-undang yang and&aeladli... Namun

kita kan tetap harus malaksanakan program-prograonkumelaksanakan
tugas daripada Dinas itu sendiri sebagai pelayasyanakat. Untuk tahu
semua program yang Dinas laksanakan, anda dapétateada Rencana
kerja Tahun 2007. Semuanya sudah lengkap disitWaWwancara pada
tanggal 21 Februari 2008, pukul 10.00 WIB.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, khususiglam hal
perlindungan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, Diffanaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung melaksanakamgrameprogram Kkerja

sebagai berikut :

Bimbingan dan Penyuluhan Pencari Kerja.

Memberikan Pelatihan Kerja Kepada Para Pengangguran
Mengadakan Pelatihan Bahasa Asing.

Program Pemberdayaan Pasca TKI.

Melakukan pengawasan terhadap PJTKI

o g AW =

Penyusunan profil ketenagakerjaan dan ketransnmgras

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undawgng No. 39 tahun
2004 maupun Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2004 g@pumnakan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung seébam@uan dalam
melaksanakan kegiatan penempatan maupun perlinduegaadap TKI. Dalam
sektor ketenagakerjaan, pemerintah melakukan pe@abinterhadap segala
kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraampata® dan Perlindungan
TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas terselpemerintah dapat
melibatkan pelaksana penempatan TKI swasta, o@sindan/atau masyarakat

dan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

3.1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Tenag&erja Indonesia
Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenTulungagung.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliélaksanaan kebijakan
yang dilaksanakan dalam bentuk program-progranetietsdiatas adalah sebagai
berikut :

3.1.1. Bimbingan dan Penyuluhan Pencari Kerja.



Kegiatan pemberian bimbingan dan penyuluhan teghpéacari kerja ini
dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pengetahaain péra pencari kerja
terkait masalah prosedur agar selanjutnya keggaempatan TKI semakin kecil
prosentasenya yang memilih melalui jalur ilegaluataenggunakan jasa calo.
Selain itu, tujuan dari pelaksanaan kegiatan inala@d agar pencari kerja
mengetahui syarat-syarat mencari pekerjaan dirlageri. Selain itu, kegiatan ini
juga memiliki kelebihan untuk dapat meningkatkanaki&s dan produktivitas
tenaga kerja.

"Bentuk sosialisasi langsung yang kita (Disnakedrpen) lakukan yaitu
melalui penyuluhan. Kita minta bantuan aparat-dpdesa atau kecamatan
untuk mengumpulkan warganya di balai desa maummok kecamatan.
Kita undang orang yang pernah kerja di luar negeeng-orang yang sudah
cukup umur, atau yang memang tertarik untuk beldirjaar negeri. Materi
sosialisasi sudalkomplit. Yang utama itu pemberian pengetahuan tentang
prosedur pemberangkatan melalui jalur legal, ydéngan mekanisme antar
kerja antar negara. Trus juga kita beri penjelasamang bahayanya kalau
berangkat melalui calo. Hal ini dilakukan sebagangenalan mengenai
mekanisme penempatan TKI dan agar mereka mau betabgkerja ke luar
negeri melalui prosedur resmi. Tempat untuk sasialilewat penyuluhan ini
berpindah-pindah. Biasanya ya diadakan di daeran desa-desa yang
menjadi basis TKI.” (wawancara dengan bapak Supandr

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Suyati "Upaya sosmdisjuga dilakukan oleh
Dinas, terutama pada desa / kelurahan yang jadis baKl. Kadang
menggunakan penyuluhan secara langsung dengan mpubian
masyarakat di balai desa atau kelurahan. Lalu il#@r@penjelasan mengenai
tata cara dan penjelasan umum untuk dapat bekerjude negeri. Yang
penting, calon TKI tau alurnya, dan tidak terjelud&h calo...” (wawancara
dengan lbu Suyati pada tanggal 16 Juli 2008).

Kegiatan ini dilaksanakan pada 17-21 April 2007n danelibatkan 200
orang pencari kerja di lingkungan Kabupaten Tulgngg. Kegiatan ini
menghabiskan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- yamgessa berasal dari APBD.

3.1.2. Memberikan Pelatihan Kerja Kepada Para Pengangguran

Pemberian pelatihan kerja kepada para pengangguaradiwujudkan
dalam 2 kegiatan yaitu : a). Pelatihan las otogedetamatan Karangrejo dan
Kecamatan Pucanglaban, serta b.) Pelatihan tukasgu kdi kecamatan

Pucanglaban.

a). Pelatihan Las Otogen



Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan bekal katepilan
mengelas kepada para pengangguran yang terdap&eaimatan
Karangrejo dan Kecamatan Pucanglaban tersebutrdpkan dengan
pelatihan seperti ini, mereka yang sebelumnya hdalenaga
pengangguran menjadi memiliki keterampilan khusisddng las
otogen. Dengan keterampilan tersebut, akan lebinbeekan peluang
kepada mereka untuk bisa memperoleh pekerjaan ldmdaegeri
maupun luar negeri atau bahkan membuka lapangaerjpak yang
baru.

Kegiatan ini melibatkan 30 orang peserta dari Kextam
Karangrejo dan Kecamatan Pucanglaban. Alokasi diara APBD
Kabupaten Tulungagung untuk kegiatan pelatihanelens adalah
sebesar Rp. 150.000.000,- yang masing-masing keaama
mendapatkan Rp. 75.000.000,-.

b). Pelatihan tukang kayu

Pelatihan ini ditujukan kepada para tenaga penganggtengah
penganggur, maupun para pencari kerja agar menhkiékerampilan
khusus sebagai tukang kayu. Dengan keterampilarg ydimiliki
tersebut, diharapkan akan memberikan bekal ketel@mgaat menjadi
TKI atau peluang untuk menciptakan lapangan keaya.b

Kegiatan ini melibatkan 15 orang peserta dari vatayDesa
Kalidawe, Panggungkalak, dan Pucanglaban Kecantaaanglaban.
Alokasi dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan irbesar Rp.
75.000.000,-.

3.1.3. Mengadakan Pelatihan Bahasa Asing.

Mengingat bahwa bahasa adalah kebutuhan utama is@badgyang
mengadu nasib di luar negeri sebagai sarana komsinjang penting, maka
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balgang berinisiatif untuk
memberikan pelatihan bahasa asing terhadap paomn CBKI yang hendak

diberangkatkan.



Dengan kemampuan berbahasa asing (bahasa temajahekilai SDM
dari pekerja akan meningkat karena TKI akan dinit@rkwalitas dengan
kemampuan berbahasa asing tersebut. Selain itgadgalinan komunikasi yang
baik antara TKI dengan lingkungan dunia kerja meyatj juga akan mengurangi
resiko pelanggaran hak-hak tenaga kerja.

Kegiatan ini melibatkan lembaga pelatihan bahaselaa Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Adokana untuk kegiatan ini
adalah sebesar Rp. 100.000.000,-. Calon TKI yanggrketi pelatihan bahasa
asing ini sebanyak 100 orang.
“Itu merupakan salah satu upaya pemerintah (Distrake) untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja ke luar ne@angan begitu, para pencari
kerja dengan berbekal keahlian bahasa dan ketramping terlebih dulu
dilatih, akan dapat memperoleh penghasilan dengderja di luar negeri.
Maka jumlah pengangguran pun juga menurun. Sel&in juga untuk
membantu pemerintah dalam menghasilkamittance (devisa yang dibawa
oleh TKI)” (wawancara dengan Bapak Eko Suwandi (Ricky Mitra Abadi,
15 Juli 2008)

3.1.4. Program Pemberdayaan Pasca TKI.

Kegiatan dalam rangka pemberdayaan keluarga pastaiTKabupaten
Tulungagung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrabupaten Tulungagung
melaksanakan kegiatan pelatihan menjahit yang miaatka fasilitas dari Pusat
Studi Gender (PSG) STAIN Tulungagung. Kegiataneteus dilaksanakan pada
tanggal 25 September — 4 Oktober 2007 dan peseraislah sebanyak 40 orang
mantan TKI. Kegiatan ini menghabiskan dana self®gab0.000.000,-.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Difiamaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung telah memberilaruan berupa mesin
jahit sebanyak 40 unit kepada para peserta kegutiatihan menjahit ini.

Kegiatan ini memang ditujukan kepada para mantany&mg sudah
kembali ke Kabupaten Tulungagung. Harapan dari dtagi ini adalah
memberikan keterampilan baru dibidang menjahit #apaantan TKI. Dengan

keterampilan tersebut, para peserta pelatihan akemiliki kesempatan untuk



membuka peluang kerja baru. Selanjutnya dengan rjpeke tersebut,

kesejahteraan keluarga Pasca TKI akan dapat ditthgk.

3.1.5. Melakukan pengawasan terhadap PJTKI

PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesiapailem badan usaha
yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah matkdapizin dari Menteri
untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI kerlegeri. Pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigkagiupaten Tulungagung
terhadap PJTKI meliputi (a) mulai dari proses a(wekrutmen), (b) saat masuk
balai pelatihan pembekalan (c) kontrak kerja, (@njalang keberangkatan, (e)

pelaksanaan uji kompetensi sebelum pemberangkatan.

Kegiatan ini dilakukan mengingat PJTKI merupakastansi swasta yang
menangani masalah penempatan TKI, maka akan sarm@an terjadi
penyalahgunaan wewenang jika tidak dilakukan peagaw oleh instansi
pemerintah yang berwenang pada bidang ketenagakefjamun, keterbatasan
wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabopdalam kegiatan
penempatan dan perlindungan TKI, maka hanya sapgui alur tersebut Dinas
mampu melakukan pengawasan. Pada alur selanjutsyansi-instansi lain yang

lebih berwenang dalam melakukan pengawasan tertraEgI.

Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dinas Tenagga Kdan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung juga mengalasulkan. Hal ini sesuai
yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Norma Kerja 8at Dinas Pengawasan

Ketenagakerjaan , Bapak Agus Zakaria :

“Kami adalah bagian dari Dinas yang memiliki tugaguk melakukan
pengawasan terhadap PJTKI yang terdaftar pada ags Namun kami
juga memiliki kesulitan dalam mengawasi PJTKI yaegdaftar pada
Dinas. Itu karena PJTKI yang begitu banyak, sedangEDM kita
terbatas. Tapi kami juga terus berusaha melakukgastdengan baik dan
mampu mencapai target yang sudah ditetapkan sebgturalau ditanya
berat, ya berat... tapi namanya tanggung jawab Haanos dilaksanakan
dengan baik...” Wawancara pada 27 Februari 2008)I©29.30 WIB



3.1.6. Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransngrasian
Tuntunan untuk tersedianya sebuah informasi yangklp dan mudah
diakses oleh masyarakat tentang ketenagakerjaan ké@ansmigrasian di
Kabupaten Tulungangung, membuat Dinas Tenaga Keéa@a Transmigrasi
Kabupaten Tulungagung menganggarkan dana sebesabORj90.000,- untuk
menyusun Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransasign sebanyak 100

eksemplar.

Dengan tersusunnya buku tersebut, diharapkan akesedia sebuah
informasi yang meliputi peta, dan informasi tentaKgtenagakerjaan dan
Ketransmigrasian di Kabupaten Tulungagung secatalite dan akurat. Dan
dengan adanya data tersebut, akan lebih memudalakgumasyarakat Kabupaten
Tulungagung yang ingin mendapatkan informasi yangura dibidang

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

"Informasi yang diberikan oleh Disnaker kepada pen&erja yang ingin

bekerja di luar negeri atau calon TKI yaitu agarreka mendaftar pada
PJTKI resmi yaitu yang terdaftar di instansi ketgleerjaan pemerintah atau
Disnaker ini. Para pencari kerja yang mendatangn&ker itu kita beri

penjelasan tentang PT mana saja yang menanganmpaten ke negara
tujuan yang dimaksud. Kita kasih tau PT mana yaagub, pokoknya biar
jangan sampai para pencari kerja itu terjebak pattaliar. Salah satu upaya
yang dilakukan Dinas ya menyusun buku itu..” (wageaa dengan Bpk.

Anwar Mashudi pada tanggal 16 Juli 2008).

Namun berdasarkan petikan hasil wawancara tentsiglisasi Informasi
Ketenagakerjaan (pasar kerja), penyusunan bukwsepertinya kurang efektif
karena belum mampu memberikan informasi kepadancéll secara konkret.

Berikut ini petikan wawancara dengan para calon TKi



Tabel 2

Hasil Wawancara dengan Calon TKI tentang Sosialisa¥kebijakan
Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

No | Nama Calon TKI Keterangan

1. | Sukini “..saya tahu tentang kerja di luar negeri ini daudio
yang ”saya denger di rumah. Radio Pandowo itu|lho

2. | Jumrotin m?)ZS itu dapat dari brosur yang dibawa oleh seugda

3. | Sugiyani f.?g:ya ini tahu dari tetangga saya. Dulunya kam| di

juga kerja di luar negeri. Trus bisa menyekolahkan
anak-anaknya. Saya lalu juga ingin ikutan. Terusasam
tetangga saya itu dkasih tahu caranya.”

4. | Sulamiyati " saya dapat informasi langsung dari agen tenaga ke
(PJTKI) itu mas.”
5. | Kumyati "waktu itu di desa saya pernah dapet penyuluhan di

balai desa tentang kerja di luar negeri. Ndak tahu,
katanya penyuluhan dari orang-orang dinas. Pgagau
dikasih gambaran macem-macem dan dikasih
brosurnya juga. Makanya saya tertarik.”

6. | Miratin "Saya tahunya pas denger di radio. Tetangga sa ju
ngasih tahu.”

7. | Siti Choiriyah "Informasinya saya dapat dari agen tenaga Kerja
(PJTKI) mas”

8. | Sri Utami "Kalau saya tahunya dari budhe saya yang dulunya
pernah kerja di Hongkong mas.”

9. | Marsih "Denger dari agennya langsung. Memang saya juga

sudah lama pengen kerja di luar negeri. Makanya| pas
dapat info ya langsung mau.”

10. | Ida Fitri "Saudara saya baru pulang dari luar negeri yantpoe
mas. Makanya saya ingin ikutan juga.”

Demikian tersebut program-program yang dilaksanakdeh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagtergait Kebijakan
Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia. Adapabih jelasnya dapat
dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut ini, dimadalam Tabel tersebut
dijelaskan mengenai tujuan kegiatan, pencapaiam Y@erhasil didapat, serta
realisasi anggaran yang digunakan dalam membiayasingrmasing

kegiatan/program yang dilaksanakan oleh Dinas hetse



Tabel 3

Pengukuran Kinerja Kegiatan Berdasarkan LAKIP tahun 2007
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulugagung

No Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Terselenggaranya Masukan
Bimbingan dan ~ | Dana 30.000.000 | 30.000.000 | 100%
Penyuluhan Pencari | Keluaran -
Kerja Terlaksananya bimbingan dan 200 orang 200 orang 100%
ﬁen)lluluhan epada Pencari Kerja
asl
Pencari Kerja Mengetahui prosedur dan 100 100 100%
syarat mencari kerja di dalam maupun
Luar Negeri
2 Terselenggaranya Masukan
Pelatihan Las Otogen | Dana 150.000.000| 149.100.000| 99,40%
Keluaran
'Il_'ierlallksananya Pelatihan Las Otogen 30 orang 30 orang 100%
asi
Peserta Las Otogen memperoleh 100 100 100%
tambahan keterampilan
3 Terselenggaranya Masukan
Pelatihan Tukang Dana 75.000.000 | 74.355.000 | 99,14%
Kayu Keluaran _
Lers;alenggaranya pelatihan tukang kayu 15 orang 15 orang 100%
asi
Tenaga tukang kayu memperoleh
tambahan keterampilan 100 80 100%
4 | Terselenggaranya Masukan
Pemberdayaan Dana 50.000.000 | 49.400.000 98%
keluarga Pasca TKI Keluaran
Terselenggaranya Pemberdayaan 40 orang 40 orang 100%
keluarga Pasca TKI
Hasil
Terwujudkan tenaga penjahit yang mahir 100 80 80%
5 | Terwujudnya Pencari | Masukan
Kerja 3Calon TKI) Dana 100.000.000{ 100.000.000| 100%
yang berkualitas Keluaran
Lerlgiksananya peltihan bahasa 100 orang 100 orang 100%
asi
Kualitas calon TKI meningkat dalam 100 100 100%
berbahasa asing
6 Terujudnya Masukan
penyusunan buku Dana 50.000.000 | 50.000.000 | 100%
profil ketenagakerjaan| Keluaran
dan ketransmigrasian | Terlaksananya penyusunan profil 100 paket 100 paket 100%
ﬁete_?agakerjaan dan ketransmigrasian
asi
Tersusunnya data dan informasi yang 100 100 100%

akurat secara tertulis

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Tulungagung.




Tabel 4
Realisasi Anggaran Pembangunan dan Rutin APBD Kablulungagung
Tahun 2007

No

Sumber Dana Kegiatan

Dana

Realisasi Keuangan

Rp

%

Realisasi
Fisik (%)

Sisa
Dana

Bimbingan dan Penyuluhan
Pencari Kerja

30.000.000

30.000.00

0

100

100

Pelatihan Las Otogen

150.000.0

149.100

000

99,4

0

100

Pelatihan Tukang Kayu di
Kecamatan Pucanglaban

75.000.000

74.355.00

0

98

100

Pemberdayaan Keluarga pasa
TKI di Kabupaten Tulungagun

50.000.000

50.000.00

100

100

Pelatihan Bahasa

100.000.0

100.000,

100

100

Penyusunan Profil
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian

50.000.000

50.000.00

100

100

Pendayagunaan Koordinasi
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Bidang
Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian

45.000.000,

45.000.00

100

100

Pembinaan Pengupahan dan
Pembinaan Perselisihan
Hubungan Industrial (PHI)
Serta Pemutusan Hubungan
Kerja di Kabupaten
Tulungagung

60.000.000

60.000.00

100

100

Deteksi Dini Keresahan
Hubungan Industrial Pancasilg
di Kabupaten Tulungagung

30.000.000

30.000.00

100

100

10

Pembinaan dan Penyuluhan
Program Jamsostek

30.000.000

28.425.00

94,75

100

11

Pembinaan Kepada Pengusah
dan Pekerja di Kabupaten
Tulungagung

a

50.000.000

49.500.00

99

100

12

Peningkatan Pengawasan
Terhadap Norma Keselamatan
Kesehatan Kerja (K3) Dalam
Rangka Mencapai Kecelakaarn
Kerja Nihil

30.000.000

29.500.00

98,30

100

13

Kunjungan dan Evaluasi
Pemkab Tulungagung ke
Pemkab Luar Jawa

225.000.000

225.000.00

100

100

14

Kerjasama Pemkab
Tulungagung dengan Pemkab
Luar Jawa

130.000.000

130.000.00

100

100

15

Pemberangkatan dan Pember
Bantuan Kepada Calon

Transmigran

ian42.480.000

142.480.00

100

100

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Tulungagung.




4. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Perlindungan Terhadap Hak-hak TKI

4.1.Pemerintah

Mobilitas penduduk dengan memanfaatkan peluang ldirjluar negeri,
diperkirakan akan tetap menjadi pilihan para pankarja sepanjang kondisi
perekonomian Indonesia masih belum mampu menyanalalp tenaga kerja yang
tersedia. Agar arus migrasi tenaga kerja yang kehegeri dapat berlangsung
dengan aman dan tertib, pemerintah perlu membergexhatian yang serius
untuk dapat mengantisipati terjadinya hal-hal yamgngkin dapat merugikan
tenaga kerja indonesia (TKI). Di samping itu jugduk menjaga hubungan baik
dengan negara-negara tujuan TKI. Dalam proses unaridapatkan pekerjaan di
luar negeri, pencari kerja dihadapkan pada duanali¢ jalur penempatan, yaitu
secara ilegal dan legal, jalur legal atau resmiupakan program yang difasilitasi
oleh pemerintah dengan maksud untuk memberi persgawdan perlindungan
kepada TKI. Sementara jalur ilegal biasanya dilakuknelalui bantuan pihak
ketiga. Dalam kenyataannya, tenaga kerja dari lesianlebin banyak memilih
proses pemberangkatan secara ilegal dengan mekenbpgérmasalahan sehingga
seringkali harus dipulangkan oleh negara tujuan.

Keadaan tersebut sebenarnya sudah menjadi tang@guvelp negara
(pemerintah) untuk memberikan dan mewujdkan fasilkepada para TKI sejauh
mereka melalui jalur resmi/legal lewat Dinas-diteskait. Hal itu sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentandinBlengan dan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya pabldlEpasal 5,6, dan 7)
tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pataéri

a). Yang menjadi tugas Pemerintah adalah sebagéub (pasal 5):

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksandeanmengawasi
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tikladi Negeri.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pgda (1),
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangagétdu tugas
pembantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengeaturpn
perundang-undangan.

b). Sedangkan tanggung jawab Pemerintah adalahmerfgah bertanggung

jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKlwdr Negeri (pasal 6).



c). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabgaghana dimaksud
dalam pasal 5 dan pasal 6, Pemerintah berkewajiban

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, bbajang berangkat

melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang Qketnsecara

mandiri.

Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.

Membentuk dan mengembangkan sistem informasmpatan calon TKI

di Luar Negeri.

4. Melakukan upaya Diplomatik untuk menjamin penteru hak dan
perlindungan TKI secara optimal di negara tujuam d

5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masabelum
pemberangkatan, masa penempatan, dan masa pusragaan.

(a1

4.2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dalam melaksanakan penempatan dan perlindungagadesja indonesia
(TKI), pemerintah tidak dapat melakukannya sendistansi Pemerintah yang
mengurusi bidang ketenagakerjaan (Departemen Tdfaga dan Transmigrasi)
harus mengadakan pelibatan Pemerintah Provinsi wmauemerintah
Kota/Kabupaten, karena bagaimanapun juga Pemeribéainah akan lebih tahu
tentang keadaan di daerahnya sendiri, sehingga laké#m memudahkan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelil@tguga dirasakan sangat
sesuai dengan semangat otonomi yang sedang haggdthya dilaksanakan
oleh pemerintah daerah, dimana Pemerintah Daerabmpgat diberikan
kewenanga penuh ditingkat lokal dalam melakukanayaelan khususnya
dibidang ketenagakerjaan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerahlikidkewenangan
yang cukup besar dalam mewujudkan pelayanan prateardhal penempatan dan
perlindungan ketenagakerjaan khususnya terhadap PBTKI sebagai pihak
yang melakukan rekruitmen calon TKI dan menyalunyankepada pengguna
jasa TKI, terlebih dahulu harus mendapatkan rekaasindari Disnakertrans
setempat untuk selanjutnya mengajukan  permohonarat Slzin Usaha
Penempatan Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia (SIURY kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonestel8h mendapatkan SIUP-

PJTKI, perusahaan harus memiliki izin operasionahgy dikeluarkan oleh



Gubernur/Kepala Dinas. Begitupun juga yang Dberlaada tingkat
Kota/Kabupaten.

Dalam proses perekrutan, petugas rekrut (rekraga)ah perwakilan dari
PJTKI yang telah mendapatkan izin dari Dinas Tenldgga danTransmigrasi
Kabupaten/Kota untuk melakukan perekrutan calon. B€lanjutnya, calon TKI
yang direkrut dan akan diberangkatkan ke negamaatujoleh PJTKI harus
mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja daansmigrasi
Kabupaten/Kota untuk pengurusan paspor dan prosse$ selanjutnya.
Berdasarkan permohonan rekomendasi yang diajukaim @dlon TKI maupun
oleh PJTKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasiugalken Tulungagung dapat
mengetahui jumlah TKI asal Kabupaten Tulungagunggydiberangkatkan ke
luar negeri. Berikut ini adalah perkembangan jumiBKl asal Kabupaten

Tulungagung berdasarkan rekomendasi pembuatanmaspo



Tabel 5

PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR

TAHUN 2005-2008

NEGERI ASAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO TAHUN 2005 2006 2007 Januari 2008
NEGARA TUJUAN JABATAN L W JML L w JML W JML L w ML
1 HONGKONG PRAMUWISMA > 549 549 303 308 1 274 2[5 - 28 28
SECURITY = = - - = - g 1 .
2 SINGAPURA PRAMUWISMA > 100 100 13% 13b > 114 114 - 25 25
3 KOREA OP. PRODUKSI 9 1 10 F - = = - 1 -
4 TAIWAN CARETAKER/PRT 4 679 683 ¢ 265 274 3 345 348 s 68 68
OP.PRODUKSI 15 5 20 1 3 13 |12 - 12 - -
5 MALAYSIA PRAMUWISMA - 83 83 - 99 99 43 43 7 I
PEK. PERKEBUNAN 4 ] 4 39 38 P - 12 . -
OP. ELEKTRIC - 5 5 - 27 27 D P 11 - -
PEK. BANGUNAN 163 3 163 44 44 <) = 49 : -
OP. GARMEN 1 9 10 - -
PEK. SUPER MARKET 1Q 10 - - - - = 3 -
CLEANING SERVICE 1 9 10
OP. PABRIK PLASTIK 1 6 .
OP. PABRIK JAM 21 3 21
PEK. RESTORAN 1 - 1 1 1 - - -
6 SAUDI ARABIA PRAMUWISMA = = - 3 y = 98 98 : 9 9
SOPIR = - 2 y 3 5 6
7 UNI EMIRAT ARAB PRAMUWISMA = = = g - = 15 15 = - -
8 QATAR PRAMUWISMA = = = - = = 26 26 - 2 Y.
9 KUWAIT PRAMUWISMA - = = = = = 5 5 - 2 2
10 | DUBAI PRAMUWISMA = = = = - = 4 4 - 2 2
11 | MACAU PRAMUWISMA = = = = - = - - 7 7
JUMLAH 233 | 1.441 1.674 10 83 93 93 926 1.019 150

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Tulungagung.
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4.3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)paiem badan
hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yampapatkan Surat 1zin
Usaha Penempatan (SIUP) dari Menteri Tenaga Keja Transmigasi untuk
berusaha dibidang jasa penempatan TKI ke luar hegglanjutnya PJTKI untuk
dapat melaksanakan usahanya, juga harus melendkagan Izin Operasional
yaitu izin tertulis dari Gubernur kepada Cabang KtJdgar dapat beroperasi
sesuai dengan fungsinya sebagai jasa penempatarkd Huar negeri. PJTKI
inilah yang selanjutnya sebagai pihak swasta yaewjbat dalam proses
Penempatan dan Perlindungan TKI. Hal ini sesuagaeryang disampaikan oleh
Bapak Eko Suwandi dari PT. Lucky Mitra Abadi betikui :

“Kami selaku PJTKI ini kan menjadi mitra pemerintatas... Karena
mereka tidak mampu melaksanakan semua urusan, wpaakdisini

sebagian diserahkan kepada swasta. Kami inilah yangjnya berperan
untuk mengurus calon TKI untuk dapat bekerja dir luzegeri.”

(wawancara pada tanggal 15 Mei 2008, pukul 09.0B)WI

PJTKI yang telah mendapatkan SIUP-PJTKI dari Ment&n Izin
Operasional dari Gubernur, selanjutnya dapat matedsan usahanya dalam
melakukan kegiatan penempatan selambat-lambatny@ném) bulan sejak
tanggal penerbitan SIUP. Namun demikian, PJTKI rdilg melakukan
rekruitmen calon TKI melalui lembaga dan atau pmeegan yang tidak
memiliki kewenangan dan atau izin sebagai rekrateu penyedia tenaga kerja

dari Instansi Kabupaten/Kota.

"Sebelum merekrut calon TKI, kami memang sudah rtikinijin rekrut.
PT pusat telah menjalin kerjasama dengan perwakitaina kami yang
ada di negara tujuan penempatan. Lalu ijin rek8IP/itu yang kami pakai
sebagai dasar untuk proses awal perekrutan caldnKeni menyediakan
jenis-jenis pekerjaan tertentu dengan menjalinasarna dengan mitra
usaha kami di luar negeri untuk negara penempataentu. Kalau disini
khusus untuk tujuan Hongkong, Taiwan, Singapuray d4alaysia.”
(wawancara dengan Bapak Eko Suwandi, pada tan§ddki 2008, pukul
09.30 WIB).

Sebelum melakukan recrutment tersebut, dilakukarehbi@ dahulu
sosialisasi mengenai semua hal yang bersangkuteyadegroses penempatan dan
perlindungan TKI. Dalam rangka sosialisasi tersetidiéik hanya dapat dilakukan



oleh Disnaker saja. Keberadaan PJTKI yang mulaydlajumlahnya dan tersebar
di berbagai kecamatan juga menjadi mitra pemerintatuk menyampaikan
informasi mengenai penempatan tenaga kerja kenkgeri secara benar.

"Penyampaian informasi mengenai penempatan tenaga ke luar
negeri, selain dilakukan oleh Disnaker juga turilakidikan oleh para
PJTKI. PJTKI inilah yang diharapkan dapat menjadrarpemerintah
untuk membeitahukan mengenai penempatan tenaga kerjluar
negeri ini secara benar kepada masyarakat. ” (weavan27 Maret
2008, dengan Bapak Supandri selaku Kepala Sub Dteasmpatan
Perluasan Tenaga Kerja dan Pelatihan Kerja.)

Proses sosialisasi mengenai penempatan tenagakieetjgar negeri yang
tidak hanya dilakukan oleh Disnakertrans, tapi jugeh PJTKI ini, turut
disampaikan oleh staf seksi penempatan tenaga Kespakertrans kabupaten

Tulungagung dalam petikan wawancara berikut.

"Sosialisasi bisa diselenggarakan oleh pihak Dienakendiri atau
kerjasama dengan PT. Yang penting materi bisangraikan dengan
baik dan lancar kepada kelompok sasaran kita.” @naara bapak
Anwar Mashudi tanggal 27 Maret 2008)

Pernyataan dari Disnaker tersebut, dibenarkanqialapihak PJTKI dari
PT. Triganda Swajaya.

"Upaya sosialisasi juga kami lakukan, terutama pdeta / kelurahan
yang jadi basis TKI. Kadang menggunakan penyululsacara
langsung dengan mengumpulkan masyarakat di balaa deau
kelurahan. Lalu kita berikan penjelasan mengenta tara dan
penjelasan umum untuk dapat bekerja ke luar négevawancara
dengan Ibu Suyati pada tanggal 28 Mei 2008)

Bentuk sosialisasi yang dilakukan tidak hanya setamgsung. Tapi juga secara
tidak langsung, melalui media cetak dan elektronik.

"Selain sosialisasi secara langsung, kami juga ko&kn penyebaran
informasi tentang prosedur penempatan ini melahoisir ataupun
radio agar mereka (masyarakat calon TKI : pen) yangrik untuk
bekerja ke luar negeri segera tau caranya. Brosuwami bagikan ke
desa-desa agar dibantu menyebarkan pada masyakiddatu ada
rekruiter atau petugas lapangan dari PJTKI yanganumga, ya kita
kasihkan ke mereka biar disebarkan ke para caloli (Mawancara
dengan Bapak Supandri pada tanggal 28 Maret 2008).



Sosialisasi mengenai adanya penempatan tenaga karjg dilakukan

menggunakan media elektronik juga turut ditegaskanpihak PJTKI berikut

ini.

"Biar masyarakat lebih cepet informasinya, dalamrmoaei calon TKI

kami sering pasang iklan di radio-radio. Biasargmat LIIUR, radio
Joss, Perkasa atau Pandowo mas. Lewat radio sipesélain cepet,
kan bisa didengarkan oleh banyak orang.(wawancengath Bapak
Eko Suwandi dari PT. Lucky Mitra Abadi, pada taagd9 Mei

2008)”

Selanjutnya, PJTKI juga dapat membentuk Kantor 6gbdi Provinsi.

Kantor Cabang PJTKI tersebut hanya boleh bertinggkk dan atas nama satu

Kantor Pusat PJTKI yang bersangkutan. Dan PJTKhatpbgrtanggungjawab

sepenuhnya atas segala kegiatan yang berkaitarameegrutmen calon TKI

yang dilakukan oleh Kantor Cabang PJTKI yang beaske#an di Provinsi

tersebut. Untuk mendapatkan izin pembentukan Ka@aiwang PJTKI, Direksi

PJTKI harus menyampaikan permohonan secara tekigiada Instansi Provinsi

dengan melampirkan :

1.

Copy SIUP-PJTKI yang dilegalisir oleh Direktur Jeral atau pejabat
yang ditunjuk.

Akta pendirian Kantor Cabang dari Notaris setempat.
Rekomendasi izin pembentukan Kantor Cabang daraB&klayanan
Penempatan TKI (BP2TKI).

Surat keputusan Direksi tentang pengangkatan daenmeatan kepala
Kantor Cabang dan Karyawannya serta penetapanahilegrjanya.
Keterangan mengenai alamat kantor, fasilitas damalggen kantor
yang memadai, dan

Struktur organisasi, tugas dan fungsi Kantor Cabang

Kantor Cabang yang telah dibentuk tersebut hangfargsi sebagai wakil

Kantor Pusat PJTKIdi wilayah kerjanya untuk melakuk

a. Melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI.

b. Melakukan pendaftaran dan seleksi, dan

C.

Menyelesaikan kasus TKI pada tahap pra/purna peaimp



Kantor Cabang dilarang untuk melakukan kegiataardabentuk apapun
secara langsung dengan Mitra Usaha ataupun pengagmdKI di Luar Negeri.
Kantor Cabang juga dilarang untuk melakukan rekemncalon TKI melalui
lembaga dan atau perseorangan yang tidak memiwiekangan dan atau izin
sebagai rekruter atau penyedia tenaga kerja dadrnsi Kabupaten/Kota.

PJTKI yang akan melaksanakan penempatan TKI haemspmnyai Mitra
Usaha atau Pengguna jasa TKI di luar negeri. Misaha atau Pengguna tersebut
harus didaftarkan pada perwakilan Perwakilan PemaTiRI yang berkedudukan
di negara setempat. Mitra Usaha yang dimaksud,shanemenuhi persyaratan
sebagai berikut :

1. Berbadan hukum dan memiliki izin usaha sebagai gadraan jasa
tenaga kerja dari Instansi yang berwenang, seserajath peraturan
perundangan negara setempat.

2. Mempunyai alamat dan penanggung jawab yang jelas.

3. Mempunyai perjanjian kerjasama penempatan, dan

4. Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dibidangnpepatan tenaga
kerja.

Sedangkan untuk Pengguna Jasa TKI juga harus mémgyarat-syarat sebagai
berikut :

1. Badan hukum atau perorangan yang diizinkan mempaédear tenaga
kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-gadanegara
setempat, dan

2. Mempunai alamat yang jelas.

4.4. Kantor Imigrasi

Untuk memenuhi persyaratan sebagai calon TKI yangpad
diberangkatkan, maka calon TKI harus melengkapisy@atan berupa
kepemilikin paspor. Instansi yang berwenang metieabipaspor adalah Kantor
Imigrasi. Kantor imigrasi hanya dapat menerbitkaasgor berdasarkan surat
rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigkebupaten/Kota
setempat. Surat rekomendasi pembuatan pasporuedikbluarkan setelah calon

TKI melalui kegiatan pembekalan yang dilaksanakish &JTKI yang hasilnya



dilampirkan pada saat mengajukan permohonan rekdmsempembuatan paspor
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yarigutie a. Daftar Nominasi
Calon TKI; b. Hasil pemeriksaan kesehatan TKI; daSertifikat keterampilan.

“Disnaker itu memiliki kewajiban untuk mengawasi lgisanaan

perekrutan sampai nantinya penempatan. Semualakuian oleh PJTKI

yang tentunya sudah memiliki izin dan terdaftar gp&ita... Mengenai
pembuatan paspor yang anda maksud, kita berwenangeatuarkan surat
rekomendasi kepada kantor Imigrasi agar dikeluapeapor kepada calon
TKI yang telah lulus uji kompetensi.... Jadi tidsemata-mata kita
keluarkan rekomendasi itu meskipun PJTKI sudah meimekewajiban

keuangannya... “

Ini yang diungkapkan oleh Bapak Mardiyanto, Kep@ab Dinas

Pengawasan Ketenagakerjaan. Wawancara pada tafglaret 2008,

pukul 09.00 WIB.

Hal ini dibenarkan oleh bapak Anwar Mashudi yangngatakan proses
pembuatan paspor oleh Kantor Imigrasi berdasankeat sekomendasi dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten adalatgaebarikut :

“‘Dalam rangka seleksi, Disnakertrans melakukan elekgian

administrasi apakah sudah dilengkapi oleh calon Be¢perti kelengkapan
KTP, KK, ijazah, serta persyaratan lainnya yang axggnharus dipenuhi.
Setelah calon TKI memenuhi semua persyaratan astnative, oleh

Disnakertrans lalu dicatat dan diberikan rekomengaspor. Hal ini

dilakukan agar calon TKI yang akan melalui serargkaproses

penempatan melalui PJTKI tertentu selanjutnya té&datlaftar di instansi
pemerintahan. Hal ini sebagai wujud antisipasiasg@erlindungan bagi
calon TKI tersebut apabila suatu hari muncul peatasmn. Kalau sudah
terdaftar kan bila terjadi masalah sewaktu-wakemerintah bisa turun
tangan membantu. Tapi kalau tidak terdaftar, kaa dianggap illegal dan
itu bahaya sekali bagi TKI itu sendiri.” (wawanca@ngan Bapak Anwar
Mashudi pada tanggal 28 Mei 2008, pukul 11.00 WIB)

4.5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga dfja
Indonesia (BNPPTKI)

Untuk dapat menjamin dan mempercepat terwujudnyentupenempatan
dan perlindungan TKI di Luar Negeri, diperlukan s&iv bentuk pelayanan dan
tanggungjawab yang terpadu. Oleh sebab itu, neg@mmbentuk sebuah badan
yang memikul tanggung jawab tersebut. Badan yamgakud adalah Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kedanésia (BNPPTKI),



yang merupakan lembaga non departemen yang beuagigevab kepada
Presiden dan berkedudukan di Ibukota Negara.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kidonesia
(BNPPTKI) mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakabidang penempatan dan
perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordirtemn terintegrasi. Dan untuk
dapat melaksanakan fungsi tersebut, Badan NasidP@hempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia memiliki tuggsagai berikut :

a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian seeandis antara
Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna aKlpengguna
berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan mk&aku
pengawasan mengenai :

Dokumen.

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).
Penyelesaian masalah.

Sumber-sumber pembiayaan.

Pemberangkatan sampai pemulangan.
Peningkatan kualitas calon TKI.

Informasi.

Kualitas pelaksana penempatan TKI, dan
Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

CoNoOhlr®ONE

Keanggotaan dari Badan Nasional Penempatan damdReran Tenaga
Kerja Indonesia (BNPPTKI) terdiri dari wakil-wakihstansi pemerintah yang
terkait dengan hal penempatan dan perlindungan diklbar negeri. Namun,
dalam melaksanakan tugasnya Badan Nasional Persampgan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI) dapat melibatkamaga profesional jika
dianggap perlu. BNPPTKI juga membentuk Balai PelayaPenempatan dan
Perlindungan TKI yang berkedudukan di Ibukota Rrsvi atau tempat
pemberangkatan TKI yang dianggap perlu. Balai Relag Penempatan dan
Perlindungan TKI tersebut bertugas untuk memberikemudahan pelayanan

pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI bersestaasi-instansi terkait.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat



Berdasarkan uraian tentang proses pelaksanaamakabijPerlindungan
Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Kont€kd®nomi Daerah, maka
dapat dikemukakan faktor pendukung dan faktor pamifat pelaksanaan

program/kebijakan tersebut, sebagai berikut :

5.1.Faktor Pendukung

Faktor yang dinilai dapat mendukung pelaksanaan ij&en
Perlindungan Hak-Hak TKI Dalam Konteks Otonomi [deradalah adanya
kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil degidtan Musrenbang ini
selanjutnya menjadi input dalam proses pembuatdnijakan (program) oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TDalganng. Dan dalam
konteks ini, wujud program yang berasal dari kegiatlusrenbang pada tingkat
kecamatan adalah Pelatihan Las Otogen kepada 3@ evarga di Kecamatan
Karangrejo dan Kecamatan Tanggunggunung, sertdilRelalukang Kayu yang
diberikan kepda 15 warga Desa Kalidawe, Kecamasagdungkalak.

Adanya input dari masyarakat seperti ini sangadntiébagi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yang terus berupaya mentkghagperlindungan terhadap
TKI salah satunya melalui pemberian bekal ketertanpiDengan adanya input
dari masyarakat seperti ini, Dinas tidak lagi keanldalam menentukan sasaran
dari sebuah program yang khususnya ditujukan kepaatyarakat. Selain itu,
dengan diawali sebuah antusiasme yang bagus dayamskat, maka jaminan

untuk dapat terlaksananya sebuah program dengkmken lebih terjamin.

5.2.Faktor Penghambat

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalarkgagiaan Kebijakan
Perlindungan Hak-Hak TKI Dalam Konteks Otonomi derndalah banyaknya
pihak yang terlibat dalam perlindungan hak-hak Td€hingga menyebabkan
banyak masalah dalam hal koordinasi serta menyebakéterbatasan wewenang
yang menyebabkan seringnya terjadi lempar tanggawab saat TKI mengalami
masalah.

Ketidakjelasan tanggungjawab itu, menyebabkan ld=ramgan untuk

saling melemparkan tanggungjawab di antara intgasg terkait dengan maslah



TKI tersebut. Kalau saja ada kejelasan, maka apahiinber masalah sudah dapat
diidentifikasi misalnya karena kenakalan PJTKI k&tproses dilaksanakan, maka
segera diambil tindakan pencabutan izinnya. Demikjaga kalau oknum
Depnaker/imigrasi atau instansi lainnya terlibat Nkuga dapat langsung
ditindak tegas. Sebab perilaku mereka dapat dikatean sebagai perusak
martabat manusia (TKI) dan mengurangi harumnyaa diangsa Indonesia di
negeri lain.

Peran dominan swasta terkait penempatan dan pemfjach TKI juga
perlu dikaji ulang karena cenderung lepas tang@gwap setiap persoalan
menyangkut TKI timbul. Dan setiap kali terjadi psakan TKI di luar negeri,
instansi yang menangani adalah KBRI atau KJRI. Rjhkhak di dalam negeri
lebih sering memojokkan Depnakertrans, padahaamsstini tidak lagi memiliki
kewenangan sampai ke tingkat desa karena berlakwtgaomi daerah.
Sementara itu Undang-Undang Penempatan dan PergjadurKl di Luar Negeri
(UU PPTKILN) masih sangat lemah dan dianggap bangpdkak hanya

memosisikan TKI sebagai obyek belaka.

B. Pembahasan

Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi pelakan salah satu
kebijakan bidang ketenagakerjaan, yaitu kebijakarnimdungan hak-hak TKI
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaiémgagung tahun 2007,
sesuai dengan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Pextamplan Perlindungan
Tenaga Kerja di Luar Negeri, dan Perda Provinsialawmur Nomor 2 Tahun
2004 tentang Pelayanan Penempatan dan PerlindUegeaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri. Kegiatan evaluasi tetap perlu dilakukmeskipun dalam setiap
proses perumusan dan implementasi kebijakan tersellah dilaksankan dengan
semaksimal mungkin sesuai dengan aturan dan pnosedg telah ditetpakan

sebelumnya.

Evaluasi kebijakan ini dimaksudkan sebagai usahakumenyajikan
jenisa informasi yang diperlukan untuk menarik kgmilan dan menilai secara

obyektif pencapaian hasil yang telah direncanalkdelsmnya dan hasil evaluasi



ditujukan menjadi umpan balik yang memungkinkanukninenjadi pedoman
dalam menyempurnakan program-program yang telaks#ihakan.

Jenis evaluasi yang peneliti gunakan adalah evapsda tahap purna
pelaksanaan. Aspek yang dinilai dan dianalisa ged&s evaluasi ini adalah
bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibandimgkangan rencana, tetapi
hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana) wgiakah dampak yang
dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut seé&mgan tujuan yang ingin
dicapai. Dalam aktivitas evaluasi kebijakan ini lafza dititik beratkan pada
kemauan yang kuat untuk mengetahui hasil dari @&kdr yang telah
dilaksanakan maka akan selalu berhubungan dengapattakebijakan. Dimana
dampak kebijakan merupakan salah satu indikatorg ygenting untuk
menentukan apakah program telah mencapai suatant@jtau target yang telah
ditetapkan.

Sedangkan pendekatan evaluasi yang digunakan cdeklifp adalah
Evaluasi Keputusan Teoritis. Pendekatan ini mengkam metode-metode
deskriptif untuk menghasilkan informasi yang validdan dapat
dipertanggungjawabkan mengenai hasil-hasil kehijakang secara eksplisit
dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Easilukeputusan teoritis
berusaha untuk memunculkan dan membuat ekspligariwdan target dari pelaku
kebijakan baik yang tersembunyi maupun dinyatakkanberarti bahwa tujuan
dan target dari pembuat kebijakan merupakan saah sumber nilai, karena
semua pihak yang mempunyai andil didalam memforsikda dan
mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam mmergkan tujuan dan target
dimana kinerjanya nantinya akan diukur.

Evaluasi keputusan teoritis merupakan cara untuigatasi beberapa
kekurangan dari evaluasi semu dan evaluasi formal :

a. Kurang dan tidak dimanfaatkannya informasi kine§abagian besar
informasi yang dihasilkan melalui evaluasi kuraimgudakan atau tidak
pernah digunakan untuk memperbaiki pembuatan KetmjaHal ini
karena evaluasi tidak cukup responsif terhadapatuian target dari
pihak-pihak yang mempunyai andil dalam perumusanimiglementasi
kebijakan dan progam.

b. Ambiguitas kinerja tujuan. Banyak tujuan dan prograpublik yang
kabur. Ini berarti bahwa tujuan umum yang sama dapaghasilkan
tujuan spesifik yang saling bertentangan satu teghdainnya. Ini dapat



terjadi jika diingat bahwa tujuan yang sama dapgapetasionalkan
dalam paling sedikit enam macam kriteria evaluasefektivitas,
efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, kidalyakan. Salah
satu tujuan dari evaluasi keputusan teoritis adalatink mengurangi
kekaburan tujuan dan menciptakan konflik antaramjspesifik atau
target.

c. Tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Tujuan w@a&get kebijakan
dan program-program publik tidak dapat secara mekamadiciptakan
dengan memusatkan pada nilai-nilai salah satu lagderapa pihak.
Dalam kenyataannya, berbagai pelaku kebijakan derigman dan
target yang saling berlawanan nampak dalam hangonua kondisi
yang memerlukan evaluasi. Evaluasi keputusan iedr@rusaha untuk
mengidentifikasi berbagai pelaku kebijakan dan meeakkan tujuan-
tujuan mereka.

Salah satu tujuan utama dari evaluasi keputusaitisesddalah untuk
menghubungkan informasi mengenai hasil-hasil kisbijadengan nilai-nilai dari
berbagai pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasukegan teoritis adalah bahwa
tujuan dan sasaran pelaku kebijakan baik yang thikga secara formal maupun
secara tersembunyi merupakan ukuran yang layaidepghmanfaat atau nilai

kebijakan dan program.

3. Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indoneda (TKI) oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulurgagung.

Tuntutan akan semakin baiknya pelyanan publik ydiggrikan oleh
Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam emao@it Daerah seperti
pada saat ini, telah menuntut pemerintah daerahkuerus mnengembangkan
potensi yang ada untuk dapat mewujudkan kesejamnatan kemakmuran pada
tingkat lokal. Parameter kesejahteraan dan kemakmuoremang masih sangat
abstrak, namun tuntutan untuk menjadi lebih baikkmasegala aspek kehidupan
masyarakat adalah sebuah nilai yang tentunya alamadi parameter bersama
yang dapat diterima dan disepakati.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daergh gituntut mampu
menyusun dan mengimplementasikan kebijakan-kelmjakang pro terhadap
rakyat dan mendukung terciptanya kebaikan otonoaerah. Hal ini untuk
mewujudkan tujuan dari dilaksanakannya otonomi alaerseperti yang
diungkapkan oleh Syarif Hidayat dalam Halim (2033;2ahwa tujuan otonomi

daerah dibedakan dari dua sisi kepentingan yaiperkingan Pemerintah Pusat



dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan PemeriRiaat tujuan utamanya
adalah pendidikan poitik, latihan kepemimpinan, ongtakan stabilitas politik,

dan mewujudkan demokratisasi sitem pemerintahadadrah. Sedangkan bila
dilihat dari kepentingan Pemerintah Derah terddjgat tujuan menurut Halim

(2004:23) :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai politiegiiality,
artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan hlefiembuka
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasandaberagai
aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya gi@m otonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam erbatikan
hak-hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengtonomi
akan meninkatkan akselerasi pembangunan sosiakieromi.

Sejalan dengan telah dilaksanakannya otonomi daerakbut (melalui
UU No. 32 tahun 2004), maka kemampuan peran daeralk dapat eksis dan
mandiri sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja dandmigrasi sebagai Instansi
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayaragatig ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian di Kabupaten Tulungagung datemiaksanakan tugasnya
perlu dilaksanakan secara menyeluruh, terencangade, terarah serta
berkelanjutan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempuniajas
melaksanakan otonomi daerah dibidang tenaga kandardnsmigrasi, diharapkan
mampu membuat dan melaksanakan kebijakan yang degrefakomodasi semua
kepentingan yang ada pada masyarakat kabupatengagung, khususnya dalam
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Mengingat fakta bahwa kabupaten Tulungagung mempaalah satu
daerah yang paling banyak mengirimkan tenaga Kegjaluar negeri, maka
sangatlah pantas apabila kebijakan di bidang kgtksajaan tersebut benar-benar
dijadikan perhatian utama oleh pemerintah kabups&aku pelaksana otonomi
daerah dimana kabupaten Tulungagung haruslah mammpolx mensejahterakan
masyarakatnya, dan termasuk mampu melindungi menekaeka yang menjadi
tenaga kerja di luar negeri (TKI).

Namun kenyataan yang terjadi adalah Kabupaten @algumg belum

memiliki kebijakan yang mengatur tentang ketenaga&a khususnya untuk TKI



asal daerah tersebut. Hal ini lebih karena per&emerintah Kabupaten dalam
pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI kerlegeri sangat terbatas.
Banyak pihak yang terlibat dalam penempatan daimgangan TKI menjadikan
terjadinya pembagian hak dan kewenangan masingighgshak terkait dalam
proses tersebut. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigsabagai Instansi
Pemerintah Kabupaten yang membidangi Ketenagakerfg@nya memiliki
kewenangan dalam memberikan izin kepada PJTKI yangngajukan
permohonan untuk membuka Kantor Cabang di wilayakebut, melakukan
pengawasan terkait pelaksanaan rekrutmen calorolEKI PIJTKI, melakukan Uji
Kompetensi terhadap calon TKI yang bertujuan untogngetahui kelayakan
calon TKI sebelum diberangkatkan, dan berdasarkasil HJji Kompetensi
tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi benmakgeluarkan surat
rekomendasi untuk calon TKI sebagai syarat mengajyermohonan pembuatan
visa kerja kepada kantor Imigrasi.

Pedoman yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tadansmigrasi
Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan perlindung@hadalah mengacu
pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang nfifEtan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Neglem Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Timur No 2 tahun 2004 tentang PekmyaRenempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Ne@eam dalam kaitannya untuk
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas, khususnyandaaperlindungan hak-hak
Tenaga Kerja Indonesia tersebut, Dinas Tenaga Kega Transmigrasi
Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan progragrgm kerja sebagai
berikut :

Bimbingan dan Penyuluhan Pencari Kerja.

Memberikan Pelatihan Kerja Kepada Para Pengangguran
Mengadakan Pelatihan Bahasa Asing.

Program Pemberdayaan Pasca TKI.

Melakukan pengawasan terhadap PJTKI.

o_a K~ w igie

Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketregrasian.



C. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Tenaga Irja
Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten
Tulungagung

Pelaksanaan/implementasi merupakan sebuah tahapkm dproses
kebijakan. Sebuah kebijakan yang telah selesai fauwgp perumusan/formulasi,
selanjutnya harus dilaksanakan/diimplementasikankuselanjutnya dapat diukur
tentang berhasil atau tidaknya kebijakan terseBudses ini disebutkan adalah
yang paling sulit diantara bagian yang lain. Halebih disebabkan karena dalam
implementasi kebijakan mengamati dan menganaligtaps faktor yang
mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan dalantapai tujuannya, baik
faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung oratipgak langsung. Namun
begitu sulitnya, namun proses implementasi ini satetap dilaksanankan,

mengingat dampak dari sebuah kebijakan adalah rgky® akan menerimanya.

Soenarko (2000:187-191) mengungkapkan tentang #mtgngkah dalam

implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Interpretation
Yang dimaksud “interpretation” dalam kebijaksanaksini adalah

berusaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan odshb@ntuk
kebijaksanaan dalam mengetahui betul apa dan bagairtujuan
akhir (goal) itu harus diwujudkan, harus direalisiProgram
pelaksanaan, yaitu rencana yang didukung dengatapaan, yang
siap untuk diterapkan, haruslah sesuai dengankigieginan dan
motivasi dari pembentuk kebijaksanaan.

2.  Organization
“Organization” dalam pelaksanaan kebijaksanaamalisudkan

sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unirthesetode-
metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan &agk
kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam
kebijaksanaan itu.

3. Application
Yang dimaksudkan dengan “application” adalah peyerasegala

keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakikgratan-
kegiatan untuk terrealisirnya tujuan kebijaksanaan



Christopher C. Hood mengemukakan lima syarat bagirfect

implementationyaitu :

a. Implementasi yang ideal merupakan produk dari dsganyang mirip-
mirip militer, dalam hal ini terdapat kewenanganggelas dan tegas.

b. Didalam organisasi seperti itu, aturan-aturan dafisggakkan dan
tujuan telah ditetapkan.

c. Adanya persepsi bahwa setiap organisasi akan nielakapa yang
diperintahkan.

d. Perlu adanyperfect communicatiobaik didalam maupun antara unit-
unit organisasi.

e. Perlu adanya situasi dimana tidak ada atau tidaku ggembatasan
waktu.

Selanjutnya pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hdk-Tenaga Kerja

Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigfakiupaten Tulungagung

yang diwujudkan dalam program-program, adalah sselsegikut :

3.1.1. Bimbingan dan Penyuluhan Pencari Kerja.

Kegiatan pemberian bimbingan dan penyuluhan teghpéacari kerja ini
dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pengetahaain pdra pencari kerja
terkait masalah prosedur agar selanjutnya kegdaempatan TKI semakin kecil
prosentasenya yang memilih melalui jalur ilegaluataenggunakan jasa calo.
Dengan dapat ditekannya jumlah TKI yang berstategal, dapat dipastikan
bahwa proses penempatan dan perlindungan terhagdbpkaén lebih terjamin.
Dengan status mereka sebagai TKI yang legal, maka miereka akan tercatat
pada Instansi-instansi yang terkait dengan kegiptahindungan TKI. Sehingga
saat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak TKI, nqmmraan maupun bantuan

terhadap korban akan dapat lebih cepat diberikan.

3.1.2. Memberikan Pelatihan Kerja Kepada Para Pengangguran

Sebagai pelaksanaan program dalam rangka membegy&ahhan kerja
kepada para pengangguran, maka kegiatan ini dikajudlalam 2 kegiatan,
yaitu : a). Pelatihan las otogen di Kecamatan Kgmgo dan Kecamatan
Pucanglaban, serta b.) Pelatihan tukang kayu dirkatan Pucanglaban. Dengan
pemberian bekal keterampilan seperti ini, diharapk&an memberikan nilai

tambah bagi mereka yang hendak mencari kerja.



Dengan keterampilan yang dimiliki, maka calon THdaa lebih mudah
disalurkan pada Pengguna yang membutuhkan spesifjekerjaan tertentu.
Selain itu, para TKI yang memiliki keterampilan klug akan lebih mudah dalam
mendapatkan upah yang relatif lebih baik jika dibagkan mereka yang tidak
memiliki keterampilan khusus seperti mengelas ataugebagai tukang kayu,
karena sebagian besar TKI asal Tulungagung bekkrjperkebunan ataupun
bangunan. Dengan keterampilan yang mereka miliset®it, juga akan mampu
menimbulkan tawar menawar mengenai gaji yang akareka dapatkan dan

tidak hanya mengikuti penawaran pengguna saja.

3.1.3. Mengadakan Pelatihan Bahasa Asing.

Mengingat bahwa bahasa adalah kebutuhan utama is@badgyang
mengadu nasib di luar negeri sebagai sarana komsinjang penting, maka
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dalgang berinisiatif untuk
memberikan pelatihan bahasa asing terhadap paomn CEKI yang hendak
diberangkatkan.

Dengan kemampuan berbahasa asing (bahasa temeajahpekilai SDM
dari pekerja akan meningkat karena TKI akan dinirkwalitas dengan
kemampuan berbahasa asing tersebut. Selain itgadgalinan komunikasi yang
baik antara TKI dengan lingkungan kerja nantinygiaj akan mengurangi resiko
pelanggaran hak-hak tenaga kerja. dengan terjairkgmunikasi yang baik,
maka resiko terjadinya pelanggaran hak-hak TKI atkiterjadinya kesalahan

pemaaknaan terhadap perintah juga akan dapat dualisir.

3.1.4. Program Pemberdayaan Pasca TKI.

Kegiatan ini memang ditujukan kepada para mantan yiahg sudah
kembali ke Kabupaten Tulungagung. Harapan dari dtagi ini adalah
memberikan keterampilan baru dibidang menjahit dapaantan TKI. Dengan
keterampilan tersebut, para peserta pelatihan ak@miliki kesempatan untuk
membuka peluang kerja baru. Selanjutnya dengan rjpeke tersebut,

kesejahteraan keluarga Pasca TKI akan dapat dittkgk.

3.1.5. Melakukan pengawasan terhadap PJTKI



PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)paiem badan usaha
yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah matkdapizin dari Menteri
untuk berusaha di bidang jasa penempatan TKI kerlegeri. Pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigkagiupaten Tulungagung
terhadap PJTKI yang terdaftar pada Dinas bertujuank memastikan bahwa
tidak adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PJEKkait dengan masalah
penempatan dan perlindungan TKI, yang dimulai s@j@k penempatan sampai

pada pasca penempatan.

Kegiatan ini dilakukan secara berkala untuk teruenenus dapat
memantau kinerja PJTKI tersebut apakah sesuai depgiaturan dalam rangka
penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalardddg-Undang 39 tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kwlonesia di Luar

Negeri.

3.1.6. Penyusunan Buku Profil Ketenagakerjaan dan Ketransngrasian
Ketersediaan sebuah informasi yang lengkap dan Imutizkses oleh
masyarakat tentang ketenagakerjaan dan ketransiaigradi Kabupaten
Tulungangung, merupakan salah satu tanggungjawabDitias Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, dimana instdaassebut merupakan
instansi yang berwenang dalam melaksanakan otom@a®iah dalam bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Hal itu maimbinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Tulungagung memiliki inisiahtuk menyusun Buku
Profil Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Dengesusunnya buku tersebut,
diharapkan akan tersedia sebuah informasi yangpuielpeta, dan informasi
tentang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dupaten Tulungagung secara
tertulis dan akurat. Dan dengan adanya data tersekan lebih memudahkan
bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang ingimdieq@atkan informasi yang

akurat dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasia

4. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Perlindungan Terhadap Hak-Hak TKiI
Proses penempatan TKI di luar negeri merupakanaselpnoses yang

melibatkan banyak pihak, karena disebabkan ole&rli@tasan dari Pemerintah



dalam mengurusi penempatan dan perlindungan TEébert. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh bapak Anwar Mashudi dalam petikawancara berikut ini :

“Jadi begini Iho mas, kemampuan pemerintah itu tesbatas. Baik dari
personil maupun hal yang harus ditangani. Makamtakumelancarkan
berjalannya penempatan TKI ke luar negeri ini, khekerjasama dengan
pihak swasta yang dinamakan PJTKI untuk merekruampsi
memberangkatkan calon TKI. Mereka itu yang menjdan proses
penempatan para TKI tersebut.” (wawancara dengapalBaAnwar
Mashudi pada tanggal 14 Maret 2008, pukul 10.00 WIB
Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam prasesadalah: 1. Instansi
Depnaker. Instansi ini memberikan pelayanan pentmpasecara teknis,
pengawasan, pelaksanaan penempatan di negara tignaperjanjian kerja dan
sebagainya. 2. Instansi Keimigrasian, meliputi figae berkas sebagai syarat
pengadaan paspor serta dokumen keimigrasian lainBydepartemen Luar
Negeri yaitu pengawasan dan pendataan TKI| serganpen bilateral dengan
negara tujuan, perpanjangan perjanjian kerja ddagsenya. 4. PJTKI yaitu
pengurusan dokumen termasuk Kartu Penduduk, tesh&es, visa kerja,
perjanjian kerja dengan pengguna TKI, memfasilidsi yang memohon kredit
ke bank, serta memberikan pembekalan yakni pembima@ntal rohani dan
disiplin, kepribadian, penjelasan kultur dan ad&@itdat, dan peraturan
perundang-undangan dari negara tujuan, tata cdrardegkatan, pengiriman
uang dan tabungan, hak dan kewajiban serta penanankl sampai di tempat

asalnya.

Rangkaian kegiatan rekrutmen yang tampaknya panj&argebut,
ditambah juga pengurusan dokumen penunjang yaal fidja melalui birokrasi
berbelit-belit tetapi juga pungutan non-resmi, maattzalon TKI selama ini lebih
memilih untuk menggunakan broker ilegal (calo). l¢aih dikarenakan sang calo
menjanjikan kemudahan yang kontra-produktif jikabashdingkan melalui
prosedur sebenarnya yang legal yaitu melalui lisstmstansi yang berwenang.
Kesempatan ini dipergunakan oleh calon TKI, yangiraka berangkat tanpa
pembekalan dan dokumen menuju negara tujuan. Seraentu untuk

menertibkan calo-calo tersebut sangatlah suliangil{au oleh aparat, karena pola



kerjanya menyebar ke kampung-kampung. Kasus mefaililang, telantarnya
calon TKI baik dalam segi penempatan maupun sagadiekasus yang
menyangkut TKI, merupakan masalah-masalah umum péaga dihadapi oleh

TKI yang memilih menggunakan jasa calo tersebut.

Proses penempatan TKI di luar negeri tersebuth teletur melalui
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004. Semangatnyatadaituk mengatasi
masalah pengangguran serta kelangkaan kesempatga #emestik dan
mendatangkan devisa bagi negara, maka peningkatditals tenaga kerja adalah
suatu keharusan, sehingga mampu bersaing di lggrin®leh karenanya maka
pihak yang terlibat langsung di dalam proses pemampitu, secara koordinatif
merencanakan secara sistematis program pendidéatif@n guna
meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Karena demikian, maka kebijakan penempatan TKI kar Inegeri
semestinya bukan kebijakan salah satu Instansi pihak saja, melainkan
kebijakan nasional yang pengaturannya diatur oletatBran Pemerintah yang
memuat mekanisme dan keberadaan unsur terkait jpe@m tersebut serta
sanksi pidana (berat ) terhadap PJTKI yang naktd s&num yang terlibat KKN
dalam proses penempatan itu.

Sistem manajemen penempatan, perlindungan TKI @i hegeri serta
kordinasi antar instansi yang langsung terkait dantKl tampaknya segera harus
dibenahi. Kurangnya koordinasi antar instansi, dexénya peraturan yang
berpihak pada TKI, melemahnya penegakan hukumRia&l yang nakal dan
oknum yang KKN, serta belum adanya tanda-tanda peartan SDM TKI yang
berkualitas, maka masalah seputar TKI di luar resgjean tetap mewarnai berita
media massa pada hari-hari mendatang.

Betapa tidak, pengusiran TKI dari Malaysia baikhokarena sebab ilegal
maupun karena belum adanya perjanjian bilateralu&esegara bidang
penempatan tenaga kerja, sungguh mengiris hati defaagai bangsa yang
merdeka. Petinggi negeri ini sebenarnya telah etahgi bahwa penempatan
TKI di luar negeri selain mengurangi penganggujaga mendatangkan devisa
yang cukup besar bagi negara dan khususnya bagirdgang menjadi basis TKI

di negara ini, seperti Kabupaten Tulungagung.



Membangun SDM Berkualitas SDM TKI yang kompetitdrkualitas
mutlak dilakukan di era globalisasi ini, supaya TKBmpu bersaing dengan
tenaga kerja lain di negara tujuan, sehingga degugtdi posisi tawar-menawar
TKI tersebut dengan Pengguna dalam masalah pemeopah. Lebih parah lagi,
rendahnya kualitas itu hampir di semua tempat, o jabatan, pendidikan,
lingkungan kerja, tenaga pelaksana maupun manajefekurangan itulah yang
dijadikan alasan oleh majikan atau mitra PJTKI uwhrlnegeri untuk menekan
upahnya tidak naik-naik, meskipun telah bekerjatabem-tahun, meskipun
realitas tersebut, masih perlu dibuktikan.

Ketidakjelasan tanggungjawab dalam kaitan penamgaetiap masalah
tersebut diatas, menyebabkan instansi-instansi yengit cenderung saling
melemparkan tanggungjawab dengan masalah-masalélefidebut. Kalau saja
ada kejelasan, maka apabila sumber masalah adalamak kenakalan PJTKI
ketika proses dilaksanakan maka dapat diambil kiadapencabutan izinnya.
Demikian juga kalau oknum Depnaker/imigrasi ataiansi lainnya terlibat KKN
juga ditindak tegas. Sebab perilaku mereka dapatetjorikan sebagai perusak
martabat manusia (TKI) dan mengurangi martabatciteaa bangsa di negeri lain.
Karena TKI adalah menyangkut martabat manusia deen lzkangsa, maka perlu
mencari solusi alternatif mengenai penyeleksian Jédelum berangkat ke negara

tujuan.

4.1.Pemerintah

Dalam kegiatan penempatan dan perlindungan TKI darLNegeri,
Pemerintah memiliki peranan yang sangat pentingndPietah atau Negara
dituntut untuk mampu memberikan pelayanan primaathinkepada setiap warga
negaranya dan termasuk TKI yang bekerja di luarene@/ntuk mencapai hal
tersebut, pemerintah harus mengupayakan adanyaalsgierjanjian bilateral
dengan negara tujuan TKI. Hal ini bertujuan untukmmpu melindungi TKI dari
Indonesia yang bekerja di negara tersebut, dan geg@an perjanjian tersebut

akan semakin memudahkan masyarakat kita untuk nfaat&an peluang bekerja



di luar negeri sejauh mereka mau mengikuti jalungygesui dengan prosedur
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, peran pemerintah disini sangatltdl karena dapat
dianggap sebagai pioner untuk membukakan jalan pagi TKI kita. Setelah
terbukanya jalan tersebut, maka alur penempatarjuigél akan semakin jelas dan
semakin baik. Selain itu, dengan terwujudnya sebludiungan bilateral dengan
negara tujuan, maka hak-hak TKI juga akan semakimtdungi.

Keadaan tersebut sebenarnya sudah menjadi tangguvep negara
(pemerintah) untuk memberikan dan mewujdkan fasilkepada para TKI sejauh
mereka melalui jalur resmi/legal lewat Dinas-dineskait. Hal itu sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentandinBlengan dan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya paldl Epasal 5,6, dan 7)

tentang tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pataéri

a). Yang menjadi tugas Pemerintah adalah sebagéub (pasal 5):

1. Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanadan
mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlialurigl di
Luar Negeri.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gyada(1),
Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangagéatdu
tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah sesugande
peraturan perundang-undangan.

b). Sedangkan tanggung jawab Pemerintah adalah mertgah

bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya pentigdn TKI di
Luar Negeri (psl 6).

c). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawagaebana dimaksud
dalam pasal 5 dan pasal 6, Pemerintah berkewajiban
1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, Haiyang
berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maugang
berangkat secara mandiri.
Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informaskerppatan
calon TKI di Luar Negeri.
4. Melakukan upaya Diplomatik untuk menjamin pentemuhak dan
perlindungan TKI secara optimal di negara tujuam d
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masaelum
pemberangkatan, masa penempatan, dan masa pueragzan.
Berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita ketdngan sangat jelas

p

bahwa sebenarnya keterpenuhinya hak-hak TKI meeup#knggungjawab dari



pemerintah juga, tentu dengan catatan status mdrakes sebagai TKI yang

legal.

4.2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Di era otonomi daerah, penempatan TKI di luar niegdalah sebagai
langkah alternatif untuk menjaga eksistensi daestmom. Sebab tujuannya
selain mengurangi pengangguran tingkat lokal, jongmingkatkan kesejahteraan
dirinya dan keluarganya serta mendukung pendapddéemahnya, dan yang
sementara potensi lokal belum diupayakan maksi8etbhab secara jujur diakui
bahwa meningkatnya TKI ke luar negeri bukan sajaera krisis yang
berkepanjangan, tetapi sedikit banyak disebabkaenkasektor pertanian dan
nelayan kurang mendapat perhatian pengelolaarsseghingga sektor ini kurang
memberikan hasil yang memadai bagi mereka. Padsdidbr ini merupakan
faktor produksi yang signifikan untuk dikembanglsatara modern. Sehingga di
masa yang akan datang, tenaga kerja Indonesia la{aTja di sektor tersebut
yang hasilnya sangat menjanjikan dan secara otsnwtan meninggalkan
kecenderungan untuk memilih bekerja di Luar Negeri.

Seiring dengan semangat otonomi daerah khususnyamdaidang
ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memiliki kewgararnyang cukup besar
dalam mewujudkan pelayanan prima dalam hal penempadan perlindungan
ketenagakerjaan khususnya terhadap TKI. Ini memgingahwa kegiatan
penempatan TKI merupakan salah satu program dalagka mengurangi tingkat
pengangguran. Selain itu, program tersebut jugeatddpmanfaatkan sebagai
sumber PAD dari daerah basis TKI.

Semakin tingginya remmitance yang masuk ke daerahka dapat
dipastikan bahwa perekonomian juga akan dapat akgan. Dengan mampu
tergeraknya roda perekonomian, kesejahteraan tiigkal akan membaik pula.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Maskun dal8uopriyatna (1996:43)
mengenai tujuan pemberian wewenang kepada daemabrot adalah meliputi :

Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
Untuk demokratisasi.

R 5



Berikut ini adalah jumlah Remittance yang masukKebdupaten Tulungagung

melalui berbagai sumber :

[

3

D

)

)]

Perkembangan Jumlah RemittancTeaSZIng.Masuk ke Kabupan Tulungagung

No Sumber 2005 2006 2007

1 | PT. BNI Tbk. 251,683,936,415200,040,663,417 145,546,293,85]

2 | PT. BRI Tbk. 8,224,187,953 8,205,387,601 13,985,089,90¢

3 | PT. Pos Indonesia = 27,257,751,18%2,493,643,702

4 | Bank Central Asia, Tbk. 44,974,678,45435,027,798,134 33,362,533,91(

5 | PT. Bank Mandiri, Tbk. 30,093,057,27638,927,332,137 24,386,424,992
JUMLAH 334,975,860,098 309,458,932,477 279,773,986,36

)

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Tulungagung

4.3. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)paien pihak yang
paling besar peranannya dalam penempatan dandeergan TKI di luar negeri.
Betapa tidak, PJTKI adalah pihak pertama yang nienmiformasi pekerjaan di
luar negeri karena syarat PJTKI untuk dapat melakikegiatan penempatan TKI
adalah memiliki Mitra Usaha atau Pengguna jasadiiar negeri.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada TKITKPJuga sangat
berperan karena mulai dengan rekrutmen, pembekalapai penempatan, PJTKI
tidak dapat lepas dari tanggungjawabnya. Dan dd&egiatan tersebut, PJTKI
mendapatkan pengawasan langsung oleh Dinas Tenaga #an Transmigrasi
setempat guna melaksanakan peraturan yang bedakraskonsekuen.

Selain itu PJTKI juga memiliki kewajiban mendaftank TKI yang
menggunakan jasa mereka untuk mengikuti programaasu Pengasuransian ini
juga sangat besar fungsinya dalam proses perlirauidl. Sebagaimana kita
ketahui bersama bahwa sebagian TKI berpendidikandale sedangkan
permasalahan yang dihadapi oleh TKI khususnyaadinegeri relatif banyak dan

beragam, maka informasi tentang asuransi dan nm&kenserta tata cara klaim



harus disosialisasikan secara serius. KeseriusEnmdmengoptimalkan fungsi
asuransi ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Retak, dimana pemerintah
berusaha untuk memperbaiki peraturan perundangagadaperasuransian bagi
Tenaga Kerja Indonesia. Dengan keluarnya ketentiepmenakertrans No.
157/MEN/2003 yang menggantikan Kepmenaker No. KBR/MEN/1998.
Namun sampai saat ini masih banyak pihak yang aidmalhwa Kepmenakertrans
yang mengatur tentang asuransi tersebut belumaseocar mengatur mekanisme
dan tata cara yang meliputi kepada siapa, dimanddgaimana mengurus klaim
tersebut bila TKI mengalami musibah. Sekali lagrapan PJTKI dibutuhkan
dalam kasus ini. Setidaknya PJTKI juga dapat meikdrersedikit gambaran
tentang asuransi yang akan diikuti oleh TKI kepseftap calon TKI yang akan
diberangkatkan.

Fakta lain yang menunjukkan potret kelam PenempadanPerlindungan
TKI oleh negara kita adalah tidak dapat dipungkuwla bahwa masih banyak
PJTKI yang nakal karena melakukan pelanggaran defhaJndang-Undang
Penempatan dan Perlindungan TKI. Salah satu masalalj terjadi adalah
adanya pungutan-pungutan tambahan yang oleh okduikllibebankan kepada
calon TKI. selain itu, sering pula PJTKI memalsuldokumen-dokumen calon
TKI untuk dapat segera memperoleh surat rekomertdasiDinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi setempat untuk mengajukan pernash@embuatan paspor
kepada kantor Imigrasi yang selanjutnya dipergumakatuk memberangkatkan
calonTKI tersebut. Jelas bahwa tindakan semacaadaiah melanggar ketentuan
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri.

Mengingat sangat pentingnya peranan PJTKI dalamsegrgpenempatan
dan perlindungan TKI, sudah sewajarnya jika Pensin memberikan
pengawasan yang lebih serius terhadap PJTKI untmkakin menjamin
terwujudnya perlindungan Hak-Hak TKI yang bekerjdudr negeri. Pemerintah
juga harus dapat bertindak tegas dengan mencabuisaha PJTKI jika terbukti
melakukan pelanggaran dalam melaksanakan penemgataperlindungan TKI
ke luar negeri. Selain itu, komitmen dari PJTKI ukntikut mewujudkan
penempatan dan perlindungan TKI secara profesigogh harus terus
ditumbuhkan.



4.4. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi juga memegang peranan yang cukagingedalam proses
penempatan dan perlindungan TKI. Sebagai instaasg yberwenang untuk
menerbitkan paspor, Kantor Imigrasi sudah sehamugoga bertindak secara
profesional. Hanya mereka yang sudah benar-benaremehi persyaratan dan
yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas @dt@ga dan Transmigrasi
Kabupaten/Kota setempat saja yang dilayani.

Jika saat ini masih sering terjadi kasus TKI yaremitiki paspor padahal
sebenarnya mereka belum layak untuk mendapatkamngka Kantor Imigrasi
harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap HKelpag calon TKI.
meskipun tidak dapat sepenuhnya dibenarkan bahwaldten tersebut murni
akibat keteledoran dari pihak Imigrasi, karena jugmgat mungkin bahwa
dokumen-dokumen kelengkapan untuk permohonan pearbugpaspor
dimanipulasi oleh oknum-oknum dari PJTKI maupun d3ifTenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten/Kota.

4.5.Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenagadfja Indonesia
(BNPPTKI)

Banyaknya pihak yang terkait dalam penempatan daringungan
terhadap TKI menyebabkan kesulitan dalam melakl@ordinasi antar pihak
tersebut. Sehingga saat terjadi masalah yang menifk), akan sangat sulit
memberikan upaya bantuan karena yang terjadi, grasasing pihak yang
terlibat tersebut saling melempar tanggungjawab kiesalahan. Jika keadaan
tersebut tetap dibiarkan dan tidak ada upaya untaknperbaiki, maka sebuah
keajaiban untuk dapat mewujudkan proses penemmianperlindungan TKI
secara profesional.

Salah satu upaya dalam mengatasi buruknya koordinéer pihak yang
terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI dankudapat menjamin dan
mempercepat terwujudnya tujuan penempatan danngerigan TKI di Luar
Negeri, adalah memberikan sebuah bentuk pelayaaantahggungjawab yang

terpadu. Oleh sebab itu, negara membentuk BadaiomMésPenempatan dan



Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPPTKI), yaregupakan lembaga non
departemen yang bertanggungjawab kepada Presidenbdekedudukan di
Ibukota Negara. Badan tersebut mempunyai fungsikpaehaan kebijakan di
bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar neggeara terkoordinasi dan
terintegrasi. Dan untuk dapat melaksanakan fungsiebut, Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indomesiailiki tugas sebagai
berikut :

a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian seeandis antara
Pemerintah dengan Pemerintah negara pengguna aKlpengguna
berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan mk&aku
pengawasan mengenai :

Dokumen.

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).
Penyelesaian masalah.

Sumber-sumber pembiayaan.
Pemberangkatan sampai pemulangan.
Peningkatan kualitas calon TKI.

Informasi.

Kualitas pelaksana penempatan TKI, dan

© © N o 0o kb 0N F

Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Sebagai Instansi yang tergolong baru, maka BNPPPpEillu terus
berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadim TKI. BNPPTKI
harus mampu mengkoordinasikan instansi-instangy yerkait. Jika sebelumnya
masih sering terjadi lempar tanggungjawab saaadelfasus yang melibatkan
TKI kita. Dengan dibentuknya badan ini, semoga &egi penempatan dan

perlindungan terhadap TKI kita akan semakin tenjadan profesional.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan uraian tentang proses pelaksanaamakabijPerlindungan

Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Konté€k®nomi Daerah, maka



dapat dikemukakan faktor pendukung dan faktor pamiiat pelaksanaan

program/kebijakan tersebut, sebagai berikut :

5.1. Faktor Pendukung

Faktor yang dinilai dapat mendukung pelaksanaan ij&en
Perlindungan Hak-Hak TKI Dalam Konteks Otonomi [deradalah adanya
kegiatan Musrenbang tingkat kecamatan. Hasil dagidtan Musrenbang ini
selanjutnya menjadi input dalam proses pembuatdnjakan (program) oleh
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balgang. Adanya input
dari masyarakat seperti ini sangat berarti bagi aBinfenaga Kerja dan
Transmigrasi yang terus berupaya meningkatkannolentigan terhadap TKI salah
satunya melalui pemberian bekal keterampilan. Dengdanya input dari
masyarakat seperti ini, Dinas tidak lagi kesulit@tam menentukan sasaran dari
sebuah program yang khususnya ditujukan kepadaars#sit. Selain itu, dengan
diawali sebuah antusiasme yang bagus dari masyarateka jaminan untuk
dapat terlaksananya sebuah program dengan baik laekdn terjamin. Hal ini
sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah yang Kapkan oleh Halim
(2004:23) :

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai politiegqiality,
artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan hlefiembuka
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasandaberagai
aktifitas politik di tingkat lokal atau daerah.

2. Untuk menciptakan local accountability, artinya gi@m otonomi akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam erbatjkan
hak-hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengtonomi
akan meninkatkan akselerasi pembangunan sosiakasromi.

Fakta tersebut seakan membein segar dalam rangkajuatkan nilai dan
semangat Otonomi Daerah kepada peningkatan dgrajéisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan Pemerintahan. Sesuai dengan apa tgrdapat dalam
konsideran dan pembukaan UU No 32 Tahun 2004, aftem bahwa
“pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepatjignya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembaatiaydan peran serta

masyarakat”



5.2.Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan KebijakannBerigan Hak-Hak
TKI Dalam Konteks Otonomi Daerah adalah banyakniiakpyang terlibat dalam
perlindungan hak-hak TKI sehingga menyebabkan bBamgasalah dalam hal
koordinasi serta menyebabkan keterbatasan weweryamg menyebabkan
seringnya terjadi lempar tanggung jawab saat TKhgaéami masalah. Kesulitan
dalam hal koordinasi dan penentuan pihak-pihak y#megwenang dalam
penyelesaian masalah TKI memang seringkali menikapulkesulitan dalam
mengcover berbagai masalah yang dihadapi oleh Tkied negeri.

Pemerintah sebagai pihak yang paling berwenangn&aneemiliki hak
dalam menentukan kebijakan yang digunakan dalanseprgpenempatan dan
perlindungan TKI ini seharusnya dapat membuat raAsghng dihadapi oleh
penyelenggara penempatan dan perlindungan tersemjadi jelas. Pembentukan
Badan Nasional dirasakan sedikit memberikan sotaghadap masalah ini
meskipun kinerja dari setiap pihak yang terkaitlypeerus ditingkatkan untuk

mewujudkan penempatan dan perlindungan TKI secafagional.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan interpretasi yang telabkukhn pada bab
sebelumnya, maka dapat penulis peroleh kesimpelaagsi berikut :

1. Kebijakan Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Ind@mnegerupakan sebuah
kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-h&k yang bekerja di luar
negeri. Namun sampai pada saat ini kebijakan ilurbdenar-benar mampu
memberikan perlindungan kepada TKI karena dalamakgaehaannya yang
melibatkan banyak pihak, seringkali menyebabkajaderpenyelewengan
oleh oknum-oknum dari pihak terkait tersebut. Hal lebih disebabkan
karena kurang terjalinnya koordinasi yang baik apiiaak terkait. Selain itu,
pembagian wewenang yang kurang jelas menyebabkamg steerjadinya
lempar tanggungjawab antar pihak yang terkait sagtdi masalah terhadap
TKI di luar negeri.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Talgung sebagai
pelaksana otonomi dalam bidang ketenagakerjaan kaddransmigrasian
kurang mendapatkan peran dalam rangka penempatapediendungan TKI
ke luar negeri. Dinas lebih berperan sebagai peagadalam proses
penempatan dan perlindungan terhadap TKI. Betagek,tiDinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten lebih banyak meaga kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh PJTKI. Apalagi denigelum dimilikinya
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang mendukndang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 maupun Peraturan Daerah Provawsa Timur
Nomor 2 Tahun 2004 yang sama-sama mengatur terangmpatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negdal ini dirasakan
kurang sesuai dengan semangat otonomi daerah yang memungkinkan
sebuah daerah dapat membuat dan melaksanakan skdbigikan yang
mampu mewujudkan kesejahteraan pada tingkat lakalat adanya intervensi

dari pihak manapun.



3. Peningkatan kwalitas SDM calon TKI adalah mutlakulrdilaksanakan. Ini
penting untuk meningkatkan nilai dari TKI itu semdserta meminimalisir
terjadinya kasus-kasus pelanggaran terhadap TKIlg y&ebanyakan
menggunakan alasan kurang mampunya TKI dalam nslakan tugas
Pengguna. Hal ini menjadi tanggung jawab semuakpylaag terkait dalam
pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. PJT&kan
bertannggungjawab tentang pembekalan keterampiknb&rsama dengan
Depnakertrans Kabupaten/Kota. Dan instansi-instayesng lain akan
bertanggungjawab dalam hal legal aatau tidaknyaimek-dokumen yang

digunakan untuk persyaratan.

B. Saran

Dengan adanya kenyataan seperti yang dijabarkaamd&esimpulan
diatas, maka ada beberapa saran yang peneliti exldamikan sebagai salah satu
upaya untuk memperbaiki Kebijakan Perlindungan aeéap TKI, yang
diharapkan kedepannya dapat lebih baik. Saran-sarsebut diantaranya adalah:
1. Pertama, pemerintah mereevaluasi kembali penempetaga kerja di luar

negeri tidak terbatas pada sektor pembenahan atrasij tetapi juga secara
transparan diseleksi oleh lembaga/instansi yangkob@tmen untuk

mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak TKI. Rkdmakinerja pada

instansi-instansi terkait perlu terus dilaksanakamena memang banyak
sekali oknum-oknum dari instansi yang melakukarapggaran terhadap
peraturan penempatan dan perlindungan TKI ke legeri.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Talgung sebagai
pelaksana otonomi dalam bidang ketenagakerjaankdaansmigrasian di
Kabupaten Tulungagung perlu membuat sebuah kebijakidbidang
ketenagakerjaan khususnya yang menyangkut TKI. Mgag fakta bahwa
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kanfifigyang setiap
tahunnya mampu mengirimkan uang melebihi jumlah PAiaka sudah
selaknya kebijakan tersebut segera dapat terbeatuklilaksanakan. Dengan

adanya kebijakan tersebut, diharapkan aspirasianalsgt Tulungagung yang



memiliki kecenderungan memilih untuk menjadi TKlpda terakomodasi
dengan baik. Sehingga jumlah TKI yang berangkagderstatus ilegal pun
dapat ditekan dan pada akhirnya kesejahteraan padkat lokal akan
semakin terjamin untuk terwujud.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlgafuierhadap TKI
adalah dengan jalan memberikan bekal keterampitarg ycukup sebagai
modal mengadu nasib di luar negeri. Pelaksanaagrareprogram kerja
seperti yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenagigakdan Transmigrasi
Kabupaten Tulungagung perlu untuk terus ditumbulidergkan karena
sangat bermanfaat. Selain memberikan bekal kepglda TKI, keterampilan
tersebut juga akan memberikan nilai tambah terhad&p sehingga
memungkinkan untuk terjadinya suatu tawar menavedir ydang dilakukan
oleh calon TKI dengan calon majikannya. Jika keads&sebut dapat
terwujud, maka tingkat pelanggaran hak-hak TKI daji@kan serta diiringi

pula peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
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INTERVIEW GUIDE

. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hak-tenaga kerja
indonesia (TKI) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tragsasi Kabupaten
Tulungagung sebagai pelaksana otonomi pada bideteg&gakerjaan?

. Apasaja faktor-faktor pendukung dan penghambaliand melaksanakan
kebijakan tersebut?

. Adakah dokumen/laporan terkait pelaksanaanaei perlindungan hak-hak
tenaga kerja indonesia oleh Dinas Tenaga KerjaTdansmigrasi Kabupaten
Tulungagung?

. Pihak-pihak manasaja yang terlibat dalam pealaksn kebijakan perlindungan
hak-hak tenaga kerja indonesia?

. Seperti apakah peranan dari setiap pihak yargat dalam pelaksanaan
kebijakan perlindungan hak-hak tenaga kerja indartessebut?

. Bagaimanakah sikap PJTKI sebagai pihak swastg paling berperan dalam

pelaksanaan kebijakan perlindungan tenaga kergmesia?
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